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ABSTRAK

Nur Istiglaliyah, Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Alquran (Studi Tematik atas Ayat-ayat
Shura dan Kontekstualisasinya di Indonesia).

Demokrasi merupakan konsep yang sangat popular dipakai sebagai salah satu sistem
politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman atas konsep demokrasi
memiliki multi-tafsir yang masih kabur dalam tradisi Islam, kemudian istilah shura muncul dan
dianggap sebagai cikal bakal demokrasi. Bahkan ada yang menyatakan bahwa demokrasi
merupakan bentuk shura versi Barat. Kata shura diderivasi dari asal kata shawara. Dan dalam
Alquran ditemukan tiga ayat yang memiliki term dari asal kata shawara tersebut, yaitu pada surat
Al-Bagarah [2]: 233, Ali Imran [3]: 159 dan Ash-Shura [42]: 38. Mayoritas mufassir pada
periode pra-modern tidak menafsirkan shura secara politis sedangkan mufassir pada masa
modern menyimpulkan shura sebagai teladan baik yang dibutuhkan umat dalam mencapai
tanggung jawab politis. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh masa periode dan latar
belakang mufassir itu sendiri. Sedangkan intelektual muslim menanggapi hubungan demokrasi
dan shura menjadi tiga aliran; aliran pertama, sepenuhnya menerima demokrasi dan tidak
memperdebatkan keberadaannya. Kedua, aliran yang menolak dan menyatakan bahwa demokrasi
dan shura adalah dua hal yang berbeda. Ketiga, aliran yang menyetujui prinsip demokrasi dalam
Islam akan tetapi memberi catatan kritis atas perbedaannya. Prinsip demokrasi terbaik adalah
yang menjunjung tinggi nilai-nilai Alquran dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu
prinsip al-‘adalah, al-musawa, al-hurriyah, dan al-shura. Makna dan pemahaman demokrasi
sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia memberi arti khusus untuk perkembangan demokrasi
di Indonesia. Sistem demokrasi yang lahir dari Barat, menjadikan Indonesia mau tidak mau
terpengaruh oleh pemikiran luar, sehingga banyak kegiatan penelitian akademik yang tidak
hanya mencari unsur budaya yang selaras dengan demokrasi namun juga meneliti kembali
sejarah atau perilaku yang setidaknya sudah mempraktikkan perilaku demokrasi. Dalam tulisan
ini memaparkan kontekstualisasi penafsiran shura terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang
berupa penerapan musyawarah mufakat, kebebasan berpendapat, persamaan dan keadilan di
depan hukum.

Kata kunci : shara, demokrasi, kontekstualisasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Terjadi perdebatan hangat di kalangan umat muslim mengenai istilah
demokrasi yang dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Para intelektual muslim berusaha mendefinisikan makna
demokrasi dalam Islam dan melihat kesesuaian antara demokrasi dan Islam. Beberapa
menolak konsep demokrasi dengan alasan karena datangnya dari Barat.

Menurut intelektual muslim perdebatan wacana demokrasi terbagi menjadi
beberapa kelompok, di antaranya; pertama, antara Islam dan demokrasi tidak
dipisahkan oleh mayoritas masyarakat Islam. Menurut kelompok ini, hubungan antara
Islam dan demokrasi saling membutuhkan dan saling mengisi atau digambarkan
dengan simbiosis mutualisme. Dalam urusan kerangka kehidupan, politik dan
demokrasi, kelompok ini ingin mendasarkan seluruhnya pada Islam. Karena
kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang tepat bagi tindakan
manusia."

Kedua, kelompok ini menyatakan bahwa antara demokasi dan Islam adalah
bertentangan dan digambarakan dengan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam
dan demokrasi bertentangan karena demokrasi yang datangnya dari Barat. Bagi

mereka, Islam memiliki konsep sendiri dalam pemerintahan, yaitu dengan shura.

! |dris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nur Cholish Madjid dan M. Amin Rais (Jakarta:
Teraju, 2005), 8.



Walaupun keduanya sama-sama bentuk dari konsep pemerintahan, namun kelompok
ini memberikan garis perbedaan yang tegas diantara s/ara dan demokrasi Barat.?

Ketiga, kelompok ini tidak sepenuhnya menerima dan tidak sepenuhnya
menolak. Mereka menerima hubungan antara demokrasi dan Islam dengan catatan
kritis. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam memiliki nilai-nilai etis yang
berkaitan dan mendukung demokrasi, yaitu pada prinsip al-‘adalah, al-musawah, dan
al-shura. Mereka beranggapan bahwa dalam penerapannya berbeda, walau
sebenarnya prinsip-prinsip ini memiliki nilai etis yang sama dengan demokrasi
Barat.’

Abu Al-A’la Al-Maududi menyatakan, sistem politik dalam Islam didasarkan
pada tiga prinsip, yaitu; tauhid, risalah, dan khilafah. Menurutnya, jika tidak
sepenuhnya memahami tiga prinsip ini, maka akan sulit untuk memahami berbagai
aspek pemerintahan Islam.* “Theodemokrasi” diperkenalkan oleh Al-Maududi
sebagai suatu pemerintahan yang berdasarkan ketuhanan, dalam pemerintahan ini
rakyat Islam diberi kedaulatan terbatas di bawah wewenang Allah.”

Banyak karya yang membahas mengenai demokrasi, baik pemikir dari Islam
maupun Barat. Karena demokrasi merupakan salah satu tema sosial yang tidak ada
habisnya untuk didiskusikan. Datangnya bangsa Barat ke dunia Islam seringkali

dijadikan indikator simbol kemajuan. Karena banyaknya bentuk pencapaian bangsa

? Ibid..., 9.

* Ibid..., 10.

* Bambang Saiful Ma’arif, “Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi” dalam Mimbar, Vol
XIX. No 2. th. 2003. 174.

® Ibid..., 176.



Barat, sehingga banyak negara mengklaim bahwa dirasa penting untuk
mencontohnya, baik secara langsung atau tidak, termasuk mengenai konsep
demokrasi.

Dalam Alquran terdapat kaidah yang memiliki pengaruh besar terhadap
kehidupan dalam mengikuti petunjuk yang benar, yaitu pada surat Al-Bagarah [2]:

216:
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boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.®

Kurang lebih lima belas abad yang lalu, Allah swt. menurunkan Alquran
kepada Baginda Rasulullah saw., yakni berupa kumpulan ayat yang terjaga
keauntentikannya sampai saat ini. Alquran diturunkan secara berangsur-angsur
selama 23 tahun, dan terkadang turunnya ayat tersebut adalah menjadi latar belakang
peristiwa yang terjadi di kalangan bangsa Arab pada masa tersebut. Selain itu,
diturunkannya juga sebagai jawaban atas solusi bagi problematika sosial yang sedang
terjadi pada saat itu.

Sebagaimana firman Allah swt., bahwa Alquran diturunkan dengan bahasa

Arab pada surat Yusuf [12]: 2:
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® Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkenleema,
2009), 34.



Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan bebahasa Arab agar
kamu memahaminya.’

Dan pada surat Ibrahim [14]: 4 juga dijelaskan bahwa Alquran diturunkan

kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab menjadi sasaran dakwah pada masa itu:

. o
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Kami tidak mengutus seorang rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya
ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan
siapa yang Dia kehendaki dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.?

Ketika diturunkan Alquran, keadaan bangsa Arab merupakan bangsa yang
memiliki ragam budaya. Dari ragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Arab, ada
yang budaya yang negatif juga yang positif. Salah satu budaya atau tradisi baik yang
dimiliki bangsa Arab pada masa itu adalah bermusyawarah antar kabilah suku Arab.
Yang pada akhirnya dalam Alguran, bermusyawarah ini disebut dengan kata shura.

Pemahaman atas konsep demokrasi memiliki makna multi-tafsir yang masih
kabur dalam tradisi Islam, apalagi dikatakan pula bahwa dalam bahasa Alquran, shura
disebut-sebut induk dari demokrasi sendiri. Oleh sebagian mufassir kata shura
diidentikkan sebagai cikal bakal dari teori demokrasi yang dicetuskan oleh Barat.’

Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi menyatakan bahwa dalam Alquran terdapat

tiga term yang menyebutkan mengenai shura, yaitu pada surat Al-Bagarah [2]: 233,

" Ibid..., 235.

® Ibid..., 255.

¥ Muhammad Ali Mustofa Kamal, “Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif Alquran”
dalam Ulul Albab, Vol 16. No 1. th. 2015. 46.



Ali “Imran [3]: 159, dan Ash-Shura [42]: 39.° Namun, ayat yang seringkali
digunakan sebagai landasan normatif shura adalah surat Ali ‘Imran [3]: 159 dan Ash-
Shura [42]: 159. Karena surat Al-Bagarah [2]: 233 mengandung konteks musyawarah
yang mencakup kehidupan keluarga, yaitu membicarakan tentang pengambilan
keputusan dalam rumah tangga dan anak-anak.

Dalam Islam, konsep shura diidentikkan dengan demokrasi. Karena
pemahaman yang demikian, muncullah pandangan bahwa negara-negara Barat lebih
menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat jika dibandingkan negara-negara
muslim. Oleh sebab itu, beberapa berpendapat bahwa keberadaan shura sudah
berpindah dari negara Islam dan merambah di negara-negara demokrasi saat ini.
Namun yang tepat adalah bahwa demokrasi merupakan praktik shura versi Eropa.
Hanya saja, tidak seluruhnya seperti shura, karena nilai-nilai demokrasi tidak selalu
dinisbatkan dengan nilai-nilai syariat.

Hampir semua renzim negara-negara berkembang termasuk Indonesia
memiliki kecenderungan dan minat yang besar terhadap demokrasi. Dari konsep
demokrasi Barat yang menjadi kiblat oleh bangsa-bangsa yang menganut demokrasi,
bagi Indonesia sendiri kurang memberikan nilai kemaslahatan. Sehingga perlu
digagas mengenai demokrasi Alquran yang sesuai dengan ajaran Islam yang

rahmatan Ii al-‘alamin.

' Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, A/-Mu’jam al-Mufahras li Al-Faz Alquran Al-Karim. (Kairo: Dar
al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H), 496.



Beberapa kelompok menyatakan pesimis bahwa demokrasi tidak akan
berjalan baik jika diperankan oleh negara muslim dengan berbagai alasan, salah
satunya karena demokrasi merupakan kultur Barat sehingga mustahil bangsa muslim
untuk menerapkannya. Namun sebaliknya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar
di dunia justru berhasil menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemilu
2004 dan 2009 yang berjalan lancar. Sehingga karena keberhasilan ini menjadikan
Indonesia sebagai negara urutan ketiga sebagai negara paling demokratis di dunia,
setalah Amerika dan India.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji ulang pemikiran mufassir dalam
pemaknaan dan pembahasan kata shura yang dekat kaitannya dengan demokrasi
sebagai salah satu sistem pemerintahan pada saat ini. Dan juga, menelaah kembali
ayat-ayat shura yang tepat sebagai prinsip demokrasi dalam Islam. Selain itu, akan
membahas pula bagaimana sepak terjang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di
dunia dalam kontekstualisasi demokrasi yang merupakan kultur yang dibawa oleh
bangsa Barat.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sistem demokrasi merupakan salah satu ajaran yang datangnya dari Barat.
Dan pro-kontra dikalangan intelektual muslim masih terus berlanjut. Oleh sebab itu,
dalam penulisan ini mencoba untuk memaparkan prinsip demokrasi yang mana kata
shura dianggap cikal bakal demokrasi dalam Islam. Dalam membaca ayat-ayat

demokrasi dalam Alquran. Masalah yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:



1. Pengertian Demokrasi

2. Perkembangan demokrasi di Indonesia

3. Pengertian Shura

4. Perkembangan shura dalam Islam

5. Demokrasi menurut intelektual (muslim dan non muslim)

6. Term shuradalam Alquran

7. Penafsiran ayat-ayat shura

8. Kontekstualisasi demokrasi di Indonesia

Batasan masalah dibutuhkan agar penulisan penelitian lebih terarah dan tidak
keluar dari batas bahasan yang ditentukan. Maka dari itu, batasan masalah dalam
kepenulisan ini hanya tertuju pada implementasi sistem demokrasi di Indonesia saja.
. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal untuk menetukan bahasan
dalam suatu penelitian. Dan hal ini diharapkan dapat mempermudah mejawab
persoalan dan agar pembahasannya lebih mudah terarah. Semakin jelas dan spesifik
perumusan masalah, maka akan semakin baik pula.*

Dari batasan masalah yang dipaparkan, maka menghasilkan rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mufassir terhadap ayat-ayat shura?

2. Bagaimana prinsip demokrasi dalam Alquran?

1 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi
Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 110



3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat shura dalam sistem
demokrasi di Indonesia?
D. Tujuan Penelitian
Pengungkapan tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan-rumusan
masalah yang ditawarkan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang ayat-ayat shura menurut pendapat mufassir

2. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam Alquran

3. Menjelaskan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat shura dalam sistem
demokrasi di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah
wawasan mengenai demokratisasi di Indonesia, prinsip demokrasi yang
dikaitkan dengan shura, dan diharapkan pula dapat menambah informasi
dan pengetahuan bahwa ajaran dalam Islam juga terdapat nilai-nilai
demokrasi, yang mana tidak hanya dipraktekkan di dunia Barat saja.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

rujukan dan referensi peneliti selanjutnya.



F. Kerangka Teoritik

Dalam membantu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka sebuah
penelitian membutuhkan sebuah kerangka teoritik. Dalam penelitian ini menjelaskan
bagimana prinsip demokrasi yang didasarkan pada Alquran, dan menelaah pendapat
para intelektual muslim mengenai demokrasi.

Demokrasi merupakan suatu sistem yang penerapannya masih dalam
perdebatan. Mereka yang kontra terhadap demokrasi memberi alasan karena yang
datangnya dari Barat. Sedangkan mayoritas yang menerimanya karena demokrasi
memiliki kesamaan konsep dengan shura dalam Alquran. Indonesia merupakan
negara dengan wilayah muslim terbanyak di dunia. Sehingga akan menarik apabila
membahas masyarakatnya dalam menerapkan demokrasi, termasuk pro-kontra yang
terjadi dalam memberi pandangan terhadap demokrasi.

Dalam penelitian ini akan membaca ayat-ayat demokrasi pada surat Al-
Baqgarah [233], Ali ‘Imran [159] dan Ash-Shura [39]. Namun ayat yang kaitannya
lebih dekat dengan demokrasi adalah surat Ali Imran [159] dan Ash-Shura [39]. Dan
untuk memahami lebih lanjut mengenai ayat-ayat demokrasi, dibutuhkan pendapat
mufassir kontemporer. Mengingat bahwa demokrasi merupakan terobosan baru masa
kini, jadi dibutuhkan intelektual modern dalam menganalisis bagaimana prinsip
demokrasi perspektif Algquran yang tepat dalam penerapannya, namun juga akan
dicantumkan pendapat mufassir klasik untuk berkomentar mengenai istilah shura.

selain itu dalam penelitian ini juga tidak membatasi atas beberapa mufassir saja, dan



10

mengambil pendapat-pendapat mufassir yang memberi pemaknaan shura baik secara
umum bahkan khusus dalam pembahasannya.
G. Telaah Pustaka
Restu Kartino Widi menjelaskan bahwa manfaat dari kajian pustaka adalah
memberikan dasar-dasar pengetahuan, teoritis dan konsep dalam mengerjakan ide dan
permasalahan yang hendak ditelitinya. Selain itu, kajian pustaka juga memberikan
jawaban dan gambaran secara umum tentang apa yang menjadi objek penelitian.?

Dalam penelitian ini pustaka yang digunakan antara lain yaitu:

1. Shura dan Demokrasi dalam Perspektif Alquran karya Aat Hidayat, jurnal yang
ditulis pada tahun 2015 ini berangkat dari perdebatan para intelektual muslim
tentang hubungan antara demokrasi dan islam secara umum, dan dalam tulisan
ini objeknya adalah prinsip demokrasi menurut Alquran yang menjadi perdebatan
di Indonesia.

2. Prinsip Shura sebagai Demokrasi Islam (Studi terhadap Pemikiran Syeikh
Muhammad Abduh) karya Ranny Apriani Nusa, skripsi yang ditulis pada tahun
2018 ini terfokus pada pemikiran M.Abduh saja, sedangkan dalam tulisan ini
akan menjelaskan pula pandangan beberapa ulama tafsir dalam mengomentari
tentang demokrasi.

3. Demokratisasi di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Abdurrahman Wahid
dan Nurcholish Madjid, ditulis oleh Sapta Wahyono. Skripsi pada tahun 2010 ini

adalah penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah dan biografi, dan

12 1pid, 123.
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menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan islam. Sedangkan
dalam skripsi ini akan menelaah kembali ayat shura yang disebut-sebut memiliki
arti sama dengan demokrasi.

4. Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi,
tulisan Saifullah Idris berupa artikel pada tahun 2011 ini menjelaskan tentang
seluk beluk dan pengertian demokrasi, dan juga menjelaskan tanggapan
masyarakat Indonesia dalam penerimaan system demokrasi. Sedangkan dalam
skripsi ini juga akan menejelaskan peran ayat shura sebagai patokan demokrasi
menurut Islam.

5. Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou el Fadl oleh Ahmad
Safrudin, skripsi yang ditulis pada tahun 2008 menganalisis pendapat tokoh
Khaled Abou el Fadl seorang pakar hukum Islam di Barat mengenai urgensi dari
demokrasi. Sedangkan dalam tulisan ini akan melihat urgensi demokrasi bagi
masyarakat muslim, dan khususnya di Indonesia.

6. Demokrasi dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan Seharusnya, artikel yang
ditulis Dhani Kurniawan ini membahas mmengenai asal mula ide demokrasi dan
bentuk demokrasi yang terjadi di Indonesia.dan dalam skripsi ini akan
mengkontekstualisasikan penafsiran ayat-ayat shura dengan sistem demokrasi di
Indonesia.

Selain penelitian-penelitian yang disebutkan di atas tadi, ada beberapa pula

penelitian yang membahas relevansi antara demokrasi dan shura, hubungan
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demokrasi dengan Islam, telaah ayat-ayat shura dan juga sistem demokrasi yang
diterapkan bahkan sudah berjalan di Indonesia.

. Metodelogi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah model pendekatan kualitatif. Model
kualitatif adalah model penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme, dimana
penelitian ini mencari makna dibalik data yang dicari.*®* Model kualitatif dalam
penelitian ini digunakan untuk menjelaskan demokrasi yang dapat diterima dan
relevan dengan ketentuan-ketentuan Islam dan Alquran.

Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian library
research yang penggalian datanya terbentuk dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal
dan sebagainya. Dan tujuan menghimpun data-data tersebut adalah untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang diangkat.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan,
maka metode dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif. Yaitu sebuah metode
penelitian yang memberikan sebuah gambaran pada data yang didapat, yang
kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan data-data lainnya sehingga
menemukan pemecahan masalah dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini akan

mendekripsikan terlebih dahulu mengenai demokrasi dan shura, yang kemudian

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.
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dianalisis dengan tujuan menemukan makna, prinsip dan penafsiran dalam membaca

ayat-ayat demokrasi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu poin dalam suatu penelitian dengan tujuan

mengetahui sumber-sumber penelitian yang dirujuk. Yang digunakan sebagai sumber

data, antaranya:

a. Sumber data primer

1.

2.

Al-Quran al-Karim

Kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer

b. Sumber data sekunder

Sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-

buku, artikel dan jurnal

1.

2.

Wawasan Alquran karya M. Quraish Shihab

Alquran Abad 20 karya Abdullah Saeed (terj. Ervan Nurwatab dari judul asli
Reading the Quran in the Twenty-first Century)

Demokrasi atau Shura karya Taufig Muhammad Asy-Syawi (terj.
Djamaluddin Z.S dari judul asli Figh Ash-Shura a Al-Istisharah)
Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang demokrasi, shura dan penerapan

demokrasi di Indonesia.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam
melakukan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peniliti tidak
akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditentukan.™

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan
mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan prinsip demokrasi menurut
Alquran, penafsiran makna shura yang dikaitkan dengan demokrasi, dan literatur
mengenai sistem demokrasi di Indonesia.
5. Analisis Data

Analisis data digunakan dalam setiap penelitian sebagai proses pengumpulan
data-data yang dibutuhkan yang tujuannya adalah membuat suatu keputusan atau
kesimpulan. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kerena berhubungan dengan kepustakaan.
. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar
belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka yaitu literatur-literatur yang membahas
tentang demokrasi dan shura, model dan jenis penelitian, metode penelitian, data dari
sumber primer maupun sekunder, pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kedua berisi mengenai pembahasan landasan teori. Pada bab ini

menjelasakan pengertian dan perkembangan demokrasi dan shura, pendapat

¥ Ibid..., 224.
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intelektual mengenai demokrasi yang disamakan dengan shura, dan juga menjelaskan
sistem demokrasi di Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan term shura dan berisi penjelasan mengenai ayat-ayat
demokrasi menurut beberapa mufassir.

Bab keempat berisi tentang analisis. Analisis yang dimaksud adalah prinsip
demokrasi dalam Islam menurut intelektual dan mufassir, selain itu juga analisis
mengenai kontekstualisasi demokrasi di Indonesia.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan disertai dengan saran.



BAB Il

SHURA DAN DEMOKRASI

A. Antara Shura dan Demokrasi
1. Pengertian Shura dan Demokrasi serta Hubungan Antara Keduanya

Menurut bahasa, kata Shura atau a/-Shura diambil dari kata shara-yashuru-
shauran atau al-mashurah yang memiliki arti saran, nasehat, atau pertimbangan.®
Secara etimologis, kata Shura yang berasal dari kata kerja shawara-yushawiru berarti
menjelaskan, mangajukan atau menyatakan dan mengambil sesuatu. Sedangkan yang
berasal dari kata kerja adalah shawara atau ashara (memberi isyarat), fashawara
(berunding atau saling bertukar pendapat), shawir (meminta pendapat), mustashir
(meminta pendapat orang lain). Dapat disimpulkan bahwa shura adalah saling
menjelaskan atau merundingkan beberapa pendapat, dan dapat dimengerti juga
sebagai kegiatan saling meminta dan menukar pendapat dalam menanggapi suatu
perkara.'®

Makna lain dari kata shura diidentikkan dengan sebuah gagasan sistem
pemerintahan baik yang menganut sistem republik, demokrasi, parlementer,
perwakilan atau senat. Disisi lain, istilah shura tersebut tidak ada hubungannya
dengan konsep demokrasi Barat sebagai sistem pemerintahan modern. Akibat

disamakannya istilah shura dengan demokrasi menuai banyak komentar dan berbagai

> Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. (Surabaya: Pustaka
Progressif, 2002), 750.

16 Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di
Indonesia. Wawasan: Jurnal Iimiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.1, No.1, 2016, 3.

16



17

asumsi, salah satunya adalah bahwa demokrasi memberi kebebasan bagi rakyat untuk
menentukan dan menetapkan hukum dan aspirasinya sendiri tanpa ada yang
membatasi, padahal dalam Islam kebebasan manusia berada dalam batasan Allah swit.
dengan hukum-hukumNya dan tentunya kedaulatan mutlak adalah milik Allah swt.

Beberapa ulama memberi keterangan makna tentang shura, diantaranya,
pertama, Ibnu ‘Arabi berpendapat bahwa shura adalah melakukan perkumpulan
untuk membicarakan suatu perkara, dan setiap anggotanya mengutarakan apa yang
ingin disampaikan dan meminta pendapat kepada anggota lainnya.'” Kedua, Al-
Raghib berpendapat shura atau al-shura sama dengan al-mashurah, Yyaitu
mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan hasilnya kepada sebagian yang lain
atau menimbang dengan pendapat lainnya untuk mendapatkan suatu pendapat yang
disepakati.’® Ketiga, Mahmud Al-Khalidi memberi kesimpulan bahwa shira
merupakan perkumpulan manusia dalam menyimpulkan perkara yang benar dalam
suatu permasalahan dengan mengeluarkan berbagai pendapat guna memperoleh
petunjuk dalam mengambil suatu keputusan.™

Shura memiliki pengertian universal yang mecakup kebebasan dan menjadi
suatu hal yang harus dipegang teguh, prinsip shura diyakini mencakup segala aspek

kehidupan, yakni dari sebuah kelompok yang kecil (keluarga) hingga tentang

7 Aat Hidayat, Shura dan Demokrasi dalam Perspektif Alquran, Addin, Vol.9, No.2, Agustus 2015,
406. Lihat juga Pendapat Ibnu ‘Arabi dalam kitab Ahkam A/-Quran, Juz |, him. 298, sebagaimana
dikutip oleh, “Syura (Musyawarah)”, http://www.hati.unit.itb.ac.id, diakses pada 28 Februari 2019.

'8 Ibid..., 406. Pendapat ar-Raghib yang dikutip dalam kitab Ru# al-Ma ‘ani, Juz 25, him. 46.

9 Ibid..., 206. Pendapat Mahmud al-Khalidi dalam kitab Qawa‘id Nizam al-Hukmi i al-Islam, hlm.
142.
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kenegaraan.?’ Shira merupakan suatu metode yang berkaitan dengan syariat dan
akidah, karena shura adalah salah satu syariat Islam yang ketetapan wajibnya
berdasarkan Alquran. Shura meliputi jangkauan kehidupan pribadi hingga pada
masyarakat luas. Shura menjadi benteng sekaligus pelindung dari penguasa yang
semena-mena, dalam artian yaitu dengan kekuasaannya, mereka dapat mengahapus
bahkan meniadakan undang-undang yang menjadi konstitusi Negara.?

Pada intinya, shura dianggap sebagai bentuk saling tukar pikiran, saling
memberi nasihat dan berdiskusi secara bebas. Dan pada hakikatnya, shura adalah
keadilan. Keadilan yang akan menciptakan kesimbangan antara satu golongan dengan
perindividuan yang lain. Dan keseimbangan ini diwujudkan dengan bentuk dialog
dengan pikiran yang bebas untuk saling bertukar pendapat. Dan hasilnya tentu
berdasarkan akidah dan syari’ah, karena dengan dua hal tersebut dapat mengontrol
pemikiran dan tindakan dalam menetapkan suatu keputusan. Dan menetapkan prinsip
shura sebagai dasar dalam mengemban kekuasaan tertentu dalam Islam sama halnya
menjamin hak asasi manusia juga kebebasannya seperti yang diisyaratkan dalam figh
kita dengan istilah Aurumat (hal-hal yang patut dihormati: akidah, akal, jiwa dan
harta, termasuk juga tempat tinggal yang berkaitan dengan itu).?

Dengan mengetahui pokok dan prinsip qurani mengenai shura, hal tersebut
menjelaskan bahwa shura dalam Islam bukan suatu bentuk teori politik atau kaidah

dalam pemerintahan seperti yang dianggap oleh orang kebanyakan. Akan tetapi shura

20 Taufiq Ash-Shawi, Demokrasi atau Shura, terj. Djamaluddin Z.S. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 94.
2 Ibid..., 53.
% Ibid..., 9.
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merupakan panutan dan fondasi yang syar’i bagi sistem masyarakat yang
berkeinginan untuk menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kekuasaan
rakyat serta dalam kesetiakawanan sosial. Pembahasan mengenai shura dimulai
dengan pokok-pokok syari’ah. Dengan shura, manusia dapat mengambil hak-hak
asasi manusia dan kemerdekaannya serta mengambil kekuasaannya dan kesatuannya.
Dan dengan shura pula masyarakat dapat mengambil prinsip solidaritas dan tolong-
menolong.?

Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa term shura dalam Alquran
seringkali dikaitkan dengan istilah demokrasi. Bahkan shura disebut-sebut sebagai
cikal bakal dari demokrasi.

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno. Asal kata demokrasi yaitu, demos
berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan.?* Demokrasi secara etimologis berarti
pemerintahan oleh rakyat (rule by the people).” Seperti halnya istilah sosio-politik
lainnya, demokrasi tidak memiliki makna yang tetap, demokrasi merupakan entitas
dinamis sehingga memiliki pengertian yang berbeda-beda sepanjang waktu. Menurut
Plato, kala itu di Yunani sistem pemerintahan demokrasi dikelola oleh para filosof.
Karena hanya para filosoflah yang dapat melahirkan gagasan dan mengerti seperti apa

baik buruknya untuk masyarakat.?®

% Ibid..., 13.

% Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang
Sedang Berubah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 2.

% Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di
Indoensia. Wawasan: Jurnal Iimiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.1, No. 1, 2016, 3

2 Arif, Sejarah dan Budaya..., 2.
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Pengertian demokrasi secara singkat menurut Joseph Schumpeter adalah
sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Artinya,
warga Negara diberi kebebasan dan kesempatan untuk memilih salah satu diantara
pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri dan bersaing untuk mendapat suara
rakyat. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa
pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Schumpeter mengatakan bahwa
metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan
politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui
perjuangan kompetitif untuk meraih suara.?’

Suatu Negara disebut demokratis, terlihat dari sejauh mana Negara tersebut
menjamin hak asasi manusia (seperti menyampaikan pendapat, berserikat dan
berkumpul). Sistem demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme dan totalitarianism.
Menurut Nur Cholis Madjid, dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat
bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung
tinggai HAM.?®

Berikut merupakan ukuran-ukuran Negara yang disebut demokratis;*°

a) Didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif

berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil

%" Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang
Sedang Berubah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 14.

%8 Nur Cholis Madjid, Demokrasi Dinamis, Jurnal Tekad, No.2, 1998.

?® Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta: Kencana, 2013), 86
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b) Diakuinya kebebasan fundamental dan kemerdekaan pribadi, termasuk
kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul

c) Dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang mengahlangi
pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik

d) Diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas

e) Didirikannya kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak
memihak.

Selain dalam perspektif politik, demokrasi juga dipahami dalam perspektif
budaya. Demokrasi dipahami tidak saja sebagai kata benda, namun juga kata kerja.
Dan dalam hal ini demokrasi disebut sebagai way of life, yaitu meliputi dalam prinsip
kesadaran kemajemukan, prinsip musyawarah, prinsip kemufakatan yang jujur,
prinsip pemenuhan ekonomi dan perencanaan budaya, prinsip kebebasan nurani dan
prinsip atas perlunya pendidikan politik.*

Demokrasi merupakan suatu konsep yang sangat popular di dalam pemikiran
dan pembangunan dunia perpolitikan. Tidak ada pihak yang dapat menolak kehadiran
demokrasi, meskipun masih terdapat perdebatan dalam interpretasi dan implementasi
demokrasi antar golongan. Tak dapat disangkal bahwa pada abad ini, siapapun tak
bisa lari dari demokrasi dengan klaim yang universal, karena pada ratusan tahun lalu
keberadaan Negara demokratis dapat dihitung.

Demokrasi merupakan sebuah paradok. Disatu sisi demokrasi memberikan

jaminan kebebasan serta peluang untuk berkompetisi dan berkonflik, namun

% Sukron, Pemikiran Politik..., 87.
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demokrasi juga menjamin adanya keteraturan dan kestabilan. Cara Kkita
memberlakukan demokrasi merupakan kunci untuk mendamaikan paradok dalam
demokrasi tersebut. Apabila demokrasi diperlakukan sebagai suatu cara atau proses
dan bukan dilakukan untuk pencapaian suatu tujuan apalagi disakralkan, maka
kestabilan dan keteraturan yang diharapkan dengan proses yang penuh kebebasan,
persuasi dan dialog yang bersifat konsensual.*

Jika menilik dari beberapa pendapat di atas, maka diperoleh kesimpulan
bahwa demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara. Dan kekuasaan
pemerintahan diberikan kepada rakyat dalam penyelenggaraan Negara dan juga
pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan yang berada ditangan rakyat diartikan dalam
tiga hal: pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh
rakyat (government by people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for
people). Apabila tiga hal tersebut dijalankan dan ditegaskan dalam suatu tata Negara,
maka hakikat suatu pemerintahan yang demokratis akan dicapai.

Sebagian intelektual Muslim menyamakan shura dengan demokrasi. Sehingga
shura terpisahkan dengan sumber nilainya yang syar’i yang kemudian dikaitkan
dengan teori-teori Eropa dan pusat kekuasaan Negara. Padahal shura memiliki
fondasi keislaman atas hak kemanusiaan serta kebebasan pribadi dan bangsa telah
ditetapkan oleh syari’at Islam dan akidah tauhid.

Dalam Islam, jika ada suatu keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa atau

pemimpin, keputusan tersebut tidak akan keluar dari wewenang Negara apalagi

3! Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 9.
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penguasanya. Keputusan tersebut lahir dari Alquran, Hadis Nabi saw., ijma’ sahabat
dan ijtihad para ulama. Sedangkan dalam filsafat demokrasi saat ini menganggap
bahwa kebijakan atau keputusan undang-undang merupakan penjabaran dari
kehendak Negara dan penguasanya.®

Shura adalah sistem partisipasi secara kolektif dalam mengeluarkan pendapat
dan keputusan. Shura merupakan jembatan umat untuk mencapai tujuan-tujuannya
yang mulia dan tinggi yang telah digariskan oleh syari’ah. Dan dengan perantara
shura, maka umat dapat sampai pada gagasan idealnya. Berbeda dengan sistem
demokrasi, karena pada kenyataannya banyak Negara-negara Barat yang menganut
sistem demokrasi justru menjadi Negara yang penuh permusuhan dan kedzaliman.
Bahkan mereka memperbudak wilayah lain dengan tujuan kolonialisme,
menyebarkan fitnah untuk melemahkan bangsa-bangsa kecil. Demokrasi memberi
kekuasaan pada kelompok dan bangsa tertentu. Dan hal tersebut terjadi karena tidak
adanya kendali oleh kaidah dan prinsip ketuhanan yang dapat mengontrol sekaligus
mencegah adanya sikap arogan, sesat dan dzalim.*

Dalam politik Barat diperbolehkan adanya politik apartheid, membanggakan
diri dan mersa lebih tinggi di atas ras dan warna kulit. Demokrasi dan musyawarah
mereka tidak konsisten dengan prinsip ketuhanan atau syari’at, sehingga tanpa
sungkan mereka merebut hak-hak kekayaan orang lain, menjajah dan memperbudak

bangsa lain tanpa adanya penghalang atas dasar ketuhanan. Akan tetapi, umat yang

82 Ash-Shawi, Demokrasi atau..., 26.
3 Ibid..., 21.
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senantiasa konsisten dengan syari’at tidak akan terpedaya untuk melakukan
penindasan pada sesamanya. Karena syari’at dalam Islam berdiri tegak di atas dasar
persamaan antarbangsa dan warna kulit.>*

Dengan demikian dalam pengertian secara umum, hukum-hukum shura tidak
sebatas pada segi konstitusi dan undang-undang sebagaimana dalam demokrasi
politik, akan tetapi shura juga memiliki hukum-hukum lain yang bersinggungan
dengan agama dan akhlak. Dan dengan shura juga dapat menyelamatkan masa depan
manusia dari teori filsafat sebagai landasan sistem politik modern yang senantiasa
kontradiktif dan labil.

2. Sejarah Perkembangan Shura

Banyak yang beranggapan bahwa perjalanan sejarah bangsa Islam pada masa
silam merupakan suatu kepastian-kepastian yang material saja. Namun yang perlu
diketahui adalah bahwa Islam telah mengatur mereka dan seluruh manusia di masa
depan dengan suatu aturan yang disebut dengan prinsip fashawur (tukar pendapat)
dan shura (musyawarah) yang tujuannya adalah agar mereka menjalankan urusan
mereka dengan usaha dan ijtihad pemikiran ilmiah mereka dan tekad bersama untuk
terbebas dari determinisme material sehingga mereka berjalan di atas jalan
kemerdekaan ini dengan shura.®

Selain sebagai bentuk tukar pendapat dan pikiran, shura juga disebut-sebut

sebagai prinsip demokrasi delam sejarah politik dalam Islam. Berikut adalah sejarah

% Ibid..., 28.
% Ash-Shawi, Demokrasi atau..., 12.
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perkembangan istilah shura sejak masa Nabi Muhammad saw., masa khulafa’ al-
rashidin, hingga masa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah;
a. ShuraPada Masa Nabi

Sejarawan berpendapat bahwa terjadi perdebatan mengenai penerapan Nabi
saw. terhadap shura. Karena sebagian besar mengira bahwa karena Nabi saw. sebagai
utusan yang menerima wahyu Allah swt., sehingga tidak diperlukan lagi adanya
musyawarah. Nabi saw. telah meyakinkan prinsip shura dalam segala aspek, bukan
hanya tentang kenegaraan tapi mencakup segala aspek kehidupan, dari kelompok
yang terkecil seperti keluarga hingga aspek kenegaraan.

Salah satu yang menjadi contoh dalam penerapan shura pada masa Nabi saw.
adalah ketika menjelang beliau wafat, hal itu karena beliau tidak mewariskan kepada
siapa yang akan menjadi penerus atau penggantinya dalam kepemimpinan. Dengan
sikap ini, banyak pendapat yang menyatakan bahwa Nabi saw. membiarkan umatnya
untuk bermusyawarah agar umat muslim pada masa itu memilih sendiri pimpinan
yang pantas bagi mereka untuk menggantikan Nabi saw., hingga akhirnya terpilihlah
Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai pemimpin pertama yang mengganti Nabi saw.*

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, “Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan
Nabi saw. bermusyawarah dengan tujuan mempersatukan hati para sahabatnya, dan
agar dapat menjadi contoh umat setelahnya. Selain itu dengan musyawarah juga
bertujuan untuk menggali ide para sahabat dalam menghadapi permasalahan yang

tidak diturunkan dari wahyu, baik mengenai peperangan dan lain sebagainya.”

% Ibid..., 94.
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Demikianlah Nabi saw. sangat menganjurkan untuk senantiasa bermusyawarah
dengan para sahabat khususnya dalam masalah yang kepentingannya menyangkut
umat.

Contoh lain adalah pada perang Badar, Nabi saw. mengadakan musyawarah
dengan para sahabat mengenai keberangkatan untuk menghadang kaum Quraish.
Nabi saw. juga bermusyawarah dalam penentuan lokasi berkemah dalam perang, dan
beliau menerima saran dari al-Mundzir bin ‘Amr.

b. ShuraPada Masa Khulafa’ Al-Rasyidin

Khulafa> Al-Rasyidin merupakan sebaik-baik contoh penguasa yang
mendapatkan kekuasaan pemerintahan yang melalui umat dan tidak ada pemaksaan
kekuasaan, artinya mereka merupakan pemimpin yang dipilih bukan karena strategi
untuk memenangkan hati rakyat dan kemudian memilih mereka sebagai pemimpin.
Kepemimpinan para Khulafa’ Al-Rasyidin diserahkan langsung oleh umat, sehingga
mereka memimpin dengan penuh tanggung jawab dan takut apabila melakukan
kesalahan terlebih berlaku dzalim terhadap umat.

Pada masa ini, umat memiliki hak dalam meluruskan penguasa apabila
ketetapan yang dikeluarkan tidaklah benar bagi kemasalahatan. Hal demikian
dicontohkan dalam pidato Abu Bakar di depan umatnya: “Taatlah kepadaku selagi
aku masih taat kepada Allah, dan jika aku telah membangkang-Nya maka hilanglah
kewajibanmu untuk taat kepadaku”, demikian pula Umar dalam pidatonya

menyampaikan: “Jika aku benar, maka bantulah aku. Dan jika aku keliru maka
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luruskanlah aku”. Meski demikian, adapun yang memilki wewenang untuk menegur
dan meluruskan mereka pada masa itu adalah ahli s4ara yang telah memilih mereka.®’
C. ShuraPada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah
1) Dinasti Umayyah

Daulah bani Umayyah (661 M-750 M) merupakan sebuah renzim
pemerintahan di bawah kendali keluarga Umayyah, dan pendirinya adalah Muawiyah
bin Abi Sufyan. Pada masa ini, tradisi musyawarah yang telah dibangun pada masa
Khulafa” Al-Rasyidin mengalami perubahan.

Pada masa Khulafa’ Al-Rasyidin, khalifah dipilih oleh rakyat yang diwakili
oleh para pemuka, tokoh atau ahli shura di Madinah yang kemudian di bai’at (diambil
sumpah setia). Dan pada masa Umayyah ini pemerintahan diubah menjadi sitem
monarki absolut, dengan artian bahwa estafet kepemimpinan atau kekuasaan
diserahkan secara turun-menurun kepada anggota keluarga. Tradisi bermusyawarah
dan kebebasan dalam berpolitik serta menyampaikan pendapat atau kritik terhadap
pemerintah dilarang pada masa ini. Bahkan bait al-mal yang mulanya berfungsi
sebagai harta kekayaan rakyat berubah menjadi sumber kekayaan keluarga khalifah.*®

Karena hal tersebut, Muawiyah dianggap sebagai pendiri sistem monarki

dalam sejarah Islam.

37 .

Ibid... 396.
% Fadhil Munawwar, Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa Dinasti Umayyah,
Jurnal Humaniora, Vol.15, 2003.
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2) Dinasti Abbasiyah

Dinasti ini berdiri atas dorongan sekelompok umat yang tidak mendukung
sistem pemerintahan monarki yang dirintis oleh dinasti Umayyah, yang mana dengan
sistem ini menyebabkan terjadinya korupsi merajalela. Diantara kelompok pendukung
dalam revolusi Abbasiyah adalah orang-orang syi’ah, khawarij, kaum mawali (orang
persi yang baru masuk Islam), yang merasa diperlakukan tidak adil dalam
pembebanan pajak yang dinilai terlampau tinggi. Dan akhirnya dinasti ini didirikan
oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah lbn Al-Abbas.

Meski dari segi pemilihan khalifah tidak berbeda dengan masa dinasti
Umayyabh, yaitu secara turun menurun, pada masa ini cenderung lebih demokratis dan
manusiawi. Sebagian sejarah mencatat bahwa Islam mengalami masa keemasan pada
masa dinasti Abbasiyah, pada zaman ini peradaban ilmu, intelektual, ekonomi dan
sosial berkembang cepat. Penguasa masa itu membentuk masyarakat dengan rasa
persamaan, sehingga tidak ada yang merasa terdeskriminasi.*

3. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sebagai sebuah sistem yang terus menjadi perbincangan, demokrasi tak luput
dari sejarah perkembangannya. Jika shura berkembang di Negara Islam, maka
demokrasi yang datang dari Barat juga mengalami beberapa tahap perkembangannya.
Perkembangan demokrasi terbagi menjadi dua periode, yaitu demokrasi klasik dan

modern;

% Ash-Shawi, Demokrasi atau Shira..., 399.
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a. Demokrasi Klasik

Tercatat sejarah demokrasi pada sekitar 500 tahun Sebelum Masehi dengan
adanya sebuah kelompok kecil di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan
suatu sistem pemerintahan yang memberi kesempatan sekaligus melibatkan publik
atau masyarakat untuk ikut dalam merancang suatu keputusan. Dan perkembangan
demokrasi memiliki sejarah paling penting terjadi di Eropa.*’

Di antara banyak Negara demokrasi di Yunani, Athena merupakan kota yang
paling masyhur. Athena menganut sistem pemerintahan kerakyatan ini berlangsung
sekitar dua abad lamanya. Pengaruhnya cukup besar bagi perkembangan filsafat
politik, terutama terkait aspek penting dalam demokrasi, yaitu partisipasi rakyat.**

Ketika praktik demokrasi sedang berlangsung di Yunani, Roma juga sedang
merintis sistem ini. Jika orang Yunani menyatakan sebagai Negara polis atau Negara
kota, maka orang Roma menyatakan bahwa sistem pemerintahan mereka sebagai
Republik. Mulanya, yang dapat melakukan sistem ini di Romawi hanya sebatas
golongan bangsawan saja, namun lambat laun karena perkembangannya, dan setelah
melalui perjuangan hebat, akhirnya rakyat biasa juga dapat masuk ke dalam sistem
ini. Hingga akhirnya Romawi mengalami kerusuhan social, militerisme dan korupsi

sehingga Republik Roma hancur karena keserakahan Julius Caesar.*?

0 Gaiful Arif, Sejarah dan Budaya Demokrasi; Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan
Bernegara Bangsa. (Malang: Averroes Press, 2013), 1
41 .
Ibid..., 3.
“Ibid..., 4.
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Sejarah demokrasi lain dapat kita temukan dalam sejarah Italia. Pemerintahan
Italia ini muncul pada 1100 Masehi. Praktik demokrasinya hampir sama dengan
Roma, yaitu pada mulanya yang diperbolehkan untuk turut hanya dari kalangan
bangsawan dan borjuis. Dan setelah melalui berbagai tuntutan, akhirnya sistem ini
dapat dinikmati oleh publik secara luas, dan mereka merupakan anggota kelas yang
pada saat ini popular dengan sebutan kelas menengah. Akan tetapi, lagi-lagi korupsi
dan kerusuhan sosial menjadi penyebab kemunduran ltalia dalam sistem demokrasi.
Sehingga dengan keadaan yang tidak menguntungkan bagi demokrasi ini
menyebabkan penguasa otoriter yang berupa raja, pangeran bahkan tentara berkuasa
kembali.*®

b. Demokrasi Modern

Jika dilihat dari perkembangannya, periode demokrasi modern tidak hanya
dipilahkan karena waktu. Pada perkembangan periode ini, demokrasi dinilai lebih
baru dibandingkan dengan yang sudah terjadi di Athena dan Roma.

Berbeda dengan masa Yunani Kuno yang wilayahnya hanya sebatas pada
Negara kota dan penduduknya sedikit, maka demokrasi modern mengambil bentuk
demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan sistem pemerintahan di
mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wara

Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan tentunya bertanggung

® Ibid..., 6
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jawab atas mereka melalui suatu proses pemilihan bebas. Dan esensi demokrasi
terletak pada pemilu yang jurdil dan berkala.**

Pada periode ini, demokrasi berkembang begitu cepat dan pesat ketika tiba di
masa renaissance, istilah ini dipakai karena sistemnya yang secara langsung. Yaitu
masyarakat memiliki hak dan tempat di pemerintahan. Mereka memiliki peran dalam
aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain sebagainya.”> Demokrasi
merupakan sebuah sistem pemerintahan tertinggi yang dipegang oleh rakyat dan
dilaksanakan oleh rakyat atau oleh wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu.

Dalam hal ini, demokrasi dapat diartikan pula sebagai bentuk atau pola sebuah
pemerintahan yang secara aktif melibatkan seluruh anggota masyarakat dan diberikan
wewenang dalam mengambil keputusan.’® Demokrasi memiliki dasar prinsip
kedaulatan rakyat yang berarti bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki
kebebasan dan kewajiban yang sama.

Pada masa ini hingga akhir abad 19, pemikiran mengenai demokrasi mulai
menemukan wujud sebagai program dan sistem politik. Demokrasi dalam
perkembangan ini bersifat politis dan mendasarkan pada asas-asas kemerdekaan
individu, kesamaan hak, serta hak pilih untuk semua warga Negara.

Dan dengan perkembangan demokrasi yang semakin dikenal, menjadikan
demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan bagi Negara-negara di berbagai

dunia.

* Mariam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1995), 61.
*® Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi... 3
8 M. Taupan, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 21.
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4. Pandangan Intelektual Muslim terhadap Demokrasi dalam Islam
Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh ratusan juta Muslim di
seluruh dunia. Islam adalah way of life yang menjamin atas kebahagiaan hidup para
pemeluknya di dunia bahkan di akhirat kelak. Islam hadir sebagai petunjuk jalan
sebaik-baiknya.*’ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra’ [17]: 9:

i i
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Sesungguhnya Alguran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan

memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*®

J

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir al-Quran menjelaskan bahwa
seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu dan yang akan datang, yang telah
terbukti maupun belum, semua bersumber pada Alguran. Sedangkan dalam kitab A/-
Muwatagat karya Imam Al-Syatibi berbeda pendapat dengan Al-Ghazali, beliau
berpendapat bahwa yang paling paham dan mengetahui tentang isi Alquran adalah
para sahabat, dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa seluruh
cabang ilmu pengetahuan bersumber pada Alquran.*

Dalam membahas hubungan antara Alquran dan ilmu pengetahuan tidaklah
dengan melihat, misalnya, adakah teori atau pembahasan luar angkasa atau misal
dengan menilai bahwa ilmu komputer tercantum dalam suatu ayat Alquran, namun

yang lebih diutamakan adalah melihat adakah ayat-ayat Alquran mengahalangi

*” M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran. (Bandung: Mizan, 1994), 33
*® Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 283
9 M. Quraish, Membumikan..., 41
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perkembangan tiap-tiap ilmu pengetahuan, atau adakah ayat yang bertentangan
dengan hasil penelitian ilmiah yang telah mapan. Atau dengan kata lain, kita
meletakkan hubungan antara Alquran dan ilmu pengetahuan pada sisi social
psycology (psikologi sosial) bukan pada sisi history of scientific progress (sejarah
perkembangan ilmu pengetahuan).*

Salah satu faktor penting yang dapat menghambat kemajuan ilmu
pengetahuan adalah manusia itu sendiri. Para psikolog menjelaskan bahwa tahap-
tahap dalam perkembangan jiwa dan alam pikir manusia dalam menilai suatu ide
melalui tiga fase. Fase pertama, menilai baik buruk suatu ide dengan ukuran yang
memiliki hubungan dengan alam atau berdasarkan pancaindera yang timbul dari
kebutuhan-kebutuhan primer. Fase kedua, menilai ide tersebut atas keteladanan yang
diambil dari seseorang, dan atau tidak lepas dari penjelmaan dalam pribadi seseorang.
Akan menjadi baik, jika tokoh A melakukan atau menyatakan itu baik, dan akan
buruk jika dinyatakan buruk. Fase ketiga (fase kedewasaan), yaitu suatu penilaian
terhadap ide yang didasarkan atas nilai-nilai yang terdapat pada unsur-unsur ide itu
sendiri, dan tentunya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang menguatkan atau
melemahkan.”*

Allah swt. berfirman dalam surat Az-Zumar [39]: 9:
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|

L7E e & //.// d &/ T 0 - .d“' -~ e .{" s - ',‘.
DNl S5 L) Osalng Y 215 Opdz Al (5228 U U3

=
=
W

()

% 1bid..., 42
L Ibid..., 43
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Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang
tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima
pelajaran.*

Ayat ini menekankan kepada masyarakat betapa besar nilai sebuah ilmu
pengetahuan dan pentingnya kedudukan cendikiawan dalam bermasyarakat. Alquran
sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada manusia untuk kehidupan di dunia dan
juga di akhirat dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan adalah mendorong
manusia untuk lebih mempergunakan akal pikirannya dan menambah ilmu
pengetahuannya sebisa mungkin.>®

Ciri khas sebuah ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri —meski oleh
para ilmuan- adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat kekal. Sesuatu yang
dianggap salah di masa silam, bisa saja justru menjadi sebuah kebenaran di masa
modern.>*

Setiap Muslim wajib untuk mempelajari dan memahami tentang Alquran.
Namun, bukan berarti bahwa pemahaman yang dimaksud sesuai dengan pemahaman
orang-orang terdahulu. Alguran memerintahkan agar manusia mempergunakan akal
pikirannya dan mengolok mereka yang hanya mengikuti orang-orang terdahulu,
orang tua atau nenek moyang mereka tanpa tabayyun apakah yang mereka lakukan
adalah kebenaran atau justru kesesatan. Banyak kebenaran ilmiah yang dipaparkan

oleh Alguran, namun tujuannya hanyalah untuk menunjukkan ke-Esa-an Allah swit.,

52 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 459
B\, Quraish, Membumikan..., 43.
* Ibid..., 44,
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serta memotivasi manusia agar melakukan observasi dan penelitian lebih banyak lagi
agar lebih menguatkan keimanan dan kepercayaan kepada Allah swt.

Perbincangan mengenai demokrasi merupakan salah satu tema yang deras
diperbincangkan berbagai kalangan. Ulasan yang membahas demokrasi sudah banyak
dihasilkan oleh para ilmuan atau cendikiawan dari Islam maupun Barat. Datangnya
bangsa Barat ke Negara Islam, dan juga seiringnya dengan kemajuan bangsa Barat
sendiri, maka sesuatu yang datangnya dari Barat selalu dijadikan sebuah indikator
kemajuan, salah satunya adalah tentang demokrasi.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan intelektual muslim dalam
menanggapi demokrasi. Para intelektual muslim berkomentar tentang kesesuaian
demokrasi jika diterapkan di negara Islam, dan juga ada yang menanggapi bahwa
sistem demokrasi tak lain adalah sistem shura versi Barat dan sebagian yang lain juga
memberi penolakan atas kesamaan keduanya.

John L. Esposito dan James P. Piscatori menejelaskan bahwa tanggapan para
cedikiawan Muslim terhadap demokrasi dapat diklarifikasi menjadi tiga kelompok,
yaitu aliran yang menerima, yang menolak, dan yang menyetujui prinsip-prinsipnya
namun mengakui perbedaannya.*

Pertama, aliran yang sepenuhnya menerima. Bagi aliran ini demokrasi
bukanlah hal yang harus diperdebatkan apalagi ditentang keberadaannya. Al-Aqqgad

berpendapat bahwa sejarah demokrasi pertama kali dicetuskan oleh Islam. Hal serupa

% Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi... 4 lihat juga John L. Esposito dan James P.
Piscatori, “Islam dan Demokrasi,” Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam April-Januari, no. 4
(1994), 19-21.
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disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi, menurutnya substansi demokrasi seiring
dengan Islam, yaitu karena Alquran maupun demokrasi sama-sama menolak
diktatorisme.®

Kelompok ini berpendapat bahwa antara shura dan demokrasi merupakan
istilah memiliki sisi persamaan. Salah seorang cendikiawan asal Sudan, Muhammad
Taha berpendapat bahwa demokrasi memiliki kesejajaran dengan sosialisme.
Demokrasi sebagai proses pembagian kekuasaan, sedangkan sosialisme adalah proses
untuk mendapatkan kemakmuran sosial dengan baik. Muhammad Taha mengakui
bahwa demokrasi memang suatu sistem yang tidak sempurna, namun demokrasi juga
dapat menjadi sebuah sarana untuk meraih tujuan dalam merealisasikan martabat
manusia. Taha melakukan kritik terhadap konsep shura, menurut Taha shura bukan
merupakan ajaran asli dalam Islam, namun lebih cenderung ajaran subsider. Menurut
Taha musyawarah berbeda dengan demokrasi, tapi justru lebih sebagai aturan di
mana suatu kelompok menyiapkan negara menuju demokrasi.”” Mantan presiden Iran
Imam Khomeini memberi pendangan apresiatif terhadap demokrasi, ia mengatakan
bahwa konsep wilayatul fagih yang diterapkan hingga saat ini di Iran telah memberi
peran yang besar kepada ulama dalam urusan negara karena para ulama memiliki
kuasa yang lebih besar dalam hak veto. Namun akibat dari hak kuasa yang demikian
menyebabkan kekuasaan yang sulit dikontrol dan tingkat partisipasi rakyat dalam

politik sangat rendah, padahal dalam sistem demokrasi kontrol kekuasaan dan

% Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta: Kencana, 2013), 92.
% Kiki Muhammad, Islam dan Demokrasi..., 6.
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partisipasi politik rakyat merupakan unsur yang dominan. Seorang politisi Iran,
Mehdi Bazargan juga memberi pendapat yang serupa yang mengatakan bahwa
demokrasi merupakan kebenaran universal yang tidak perlu dipersoalkan.®

Kedua, aliran yang menolak. Kelompok ini berpendapat bahwa antara shura
dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berlawanan bahkan harus ditolak. Di
antara cendikiawan muslim yang masuk dalam kelompok ini adalah Syeikh Fadhallah
Nuri, beliau berpendapat bahwa demokrasi merupakan persamaan atas semua warga
Negara sehingga tidak mungkin menghadirkan demokrasi dalam Islam. Akan banyak
perbedaan yang terjadi dalam demokrasi, dan hal tersebut tidak dapat dihindari dan
pasti terjadi. Contohnya yaitu antara orang yang kaya dan miskin, antara yang
beriman dan tidak beriman, antara ahli hukum (fagih) dan para penganutnya. Syeikh
Fadhallah Nuri menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang tidak memiliki
kekurangan apalagi membutuhkan penyempurnaan, dan tidak ada satu orang pun
dalam Islam yang diperbolenkan untuk mengatur hukum. Sebab itulah beliau
menegaskan bahwa demokrasi bertentangan dalam Islam.>® Penolakan terhadap
demokrasi juga disampaikan oleh Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa demokrasi
merupakan suatu pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan. Beliau menegaskan bahwa
negara Islam harus memiliki landasan prinsip musyawarah, karena sistem hukum dan
moral dalam Islam sudah lengkap. Pendapat yang sama disampaikan oleh seorang

ulama masyhur asal Mesir, Mutawali al-Sya’rawi yang mengatakan bahwa antara

% Dawam Rahardjo, “Syura,” Jurnal Ulumul Qur’an 1, no. 1 (1989), 34.
% Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi..., 4. lihat juga John L. Esposito, Islam dan Politik
(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 118.
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Islam dan demokrasi tidak sesuai. Menurut seorang aktivis Islam Sunni di Aljazair
dan pendiri partai politik Salvation Front Islam, Ali Benhadji, konsep demokrasi
merupakan konsep Yuedo-Kristen sehingga harus diganti dengan prinsip
kepemimpinan yang inheren dalam Islam. Benhadji mengatakan bahwa para
pemerhati politik Barat sendiri sudah melihat kecatatan dalam sistem demokrasi.
Demokrasi hanya dianggap baik jika keuntungannya lebih besar bagi Barat daripada
negara Islam.®

Abd al-Qadim Zallum menyampaikan pendapat yang tak jauh berbeda,
baginya demokrasi adalah sistem kufur/non-Islam, dinyatakan demikian dengan
beberapa argument yang disampaikan, yaitu, pertama, karena demokrasi merupakan
bentuk hasil pemikiran manusia dan bukan dari Tuhan. Kedua, demokrasi merupakan
bagian dari akidah sekularisme yaitu dianggap sebagai pemisah antara agama dan
Negara. Ketiga, bahwa kedaulatan hanya ada pada syari’at dan manusia tidak
memilki wewenang. Keempat, dalam Islam prinsip mayoritas tidak manjadi
signifikansi, dan yang menjadi signifikan adalah teks-teks syari’at. Kelima, menurut
mereka suatu kebebasan khususnya dalam hal beragama tidak ada dalam Islam,
karena menurut fikih orang murtad yang tidak bertaubat harus dihukum mati.®*

Ketiga, yaitu aliran yang menyetujui prinsip demokrasi dalam Islam, akan
tetapi mengakui perbedaan di antara keduanya. Dan hal ini juga berangkat dari

persoalan doktrin kedaulatan Tuhan yang membatasi kedaulatan rakyat. Kelompok

60 .

Ibid..., 5
81 Ibid..., 97. Lihat juga M. Zaki Mubarak, Muslim Utopia: Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir
Indonesia Pascareformasi. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Vol.IX. No.1. 2007. 35-36.
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ini dipelopori oleh al-Maududi di Pakistan. Menurut pandangan Abu al-‘Ala al-
Maududi terdapat kesamaan wawasan antara demokrasi dan Islam. Artinya, seperti
yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam Islam maupun demokrasi memiliki
kaidah yang hampir sama, seperti keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan,
musyawarah, tujuan Negara, dan hak-hak oposisi. Dan perbedaannya terletak pada
kenyataan bahwa dalam sistem politik Barat, suatu Negara demokratis menikmati
hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam kekhilafahan ditetapkan
dan dibatasi oleh garis-garis hukum syari’at. Oleh karena itu, sistem Islam yang
mengambil jalan moderat (tengah) ini disebut dengan sistem pemerintahan “teo-
demokrasi” oleh al-Maududi. Yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, yakni
sistem yang kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan lewat hukum-
hukumNya.®

Salah seorang intelektual Muslim yang berpendapat demikian adalah Imam
Khomaeini. Iran mengukir sejarah baru dalam politiknya semenjak kepemimpinan
Ayatullah  Khomaeini, Iran menjadi Negara Republik Islam dengan sistem
pemerintahan wilayah al-faqih.%® Di satu sisi Iran beranggapan bahwa Tuhan adalah
penguasa mutlak yang mana semua perintah-Nya harus diikuti, namun di sisi lain Iran
yang merupakan Negara republik, rakyatnya dipandang perlu berpartisipasi dalam
bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Iran merupakan pemerintahan yang

berdasarkan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,

82 Sukron, Pemikiran Politik..., 98.
%3 Abdul Kadir, Syi’ah dan Politik: Studi Republik Islam Iran, Jurnal Politik Profetik, Vol.5, No.1,
2015, 2
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namun juga bersama dengan parlemen yang bertugas sebagai penyusun program
dalam kementerian, yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang fagih.®* Iran
merupakan negara politik Islam yang kepemimpinan negara dipegang oleh para
ulama (mullah), sehingga menjadi ciri khas dalam pemikiran dan sistem politiknya.®
Selain Imam Khomaeini, Taufiq Ash-Syawi dalam bukunya Figh al-Shura wa al-
Istisharah, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk shura versi Eropa. Namun
demikian, shura dan demokrasi tidaklah sama, karena tidak atas dasar syariat agama
Islam. Beliau menjelaskan bahwa shura sudah ada sebelum demokrasi, bahkan lebih
maju daripada sistem demokrasi modern. Hal itu dibuktikan dengan sistem Shira
yang mewajibkan para penguasa untuk berpegang teguh pada syari’at.®

Dari penjelasan di atas, penolakan terhadap demokrasi bersumber dari
kesalahpahaman terhadap konsep demokrasi Barat secara utuh, adanya perbedaan
dalam interpretasi terhadap ayat-ayat yang menjelaskan konsep mayoritas, konsep
monolitik demokrasi, dan pemahaman terhadap berlakunya hukum Islam.

Dalam menyikapi tiga aliran di atas, yang menjadi perhatian adalah pemikiran
yang menolaknya dengan alasan bahwa dalam Islam hanya Tuhan yang berkuasa

mutlak dengan rujukan surat Ali Imran [3]: 26,

®K iki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi. .., 4 lihat juga Riza Sihbudi, “Masalah Demokratisasi
di Timur Tengah,” dalam Agama, Demokrasi, dan keadilan, terj. M. Imam Aziz (Jakarta: Gramedia,
1993), 174. Atau lihat Riza Sihbudi, “Bahasa dalam Kelompok Syi’ah, Kasus Wilayat Faqih,”
Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, no. 5 (1994), 47-48

% Abdul Kadir, Syi’ah dan Politik..., 2

66 Ash-Shawi, Demokrasi atau..., 23.
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Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan
dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan
Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu.®”’

Akan tetapi menurut John L. Esposito, penolakan yang dilakukan mereka
sebenarnya adalah kekhawatiran terhadap ketergantungan pada Barat kolonial yang
sekuler, dan bukan menolak demokrasi secara keseluruhan.®® Fahmi Huwaidi
memberi argument yang menunjukkan kesesuaian antara Islam dan demokrasi, yaitu
keduanya sama-sama menolak kediktatoran. Demokrasi merupakan sebuah sistem
yang berupaya untuk mengembalikan sistem politik yang dipraktikkan Nabi saw. dan
para khalifah yang sempat ditiadakan oleh Muawiyah dan khalifah Islam
setelahnya.®
. Sistem Demokrasi di Indonesia

Membahas mengenai asal mula demokrasi di Indonesia sama halnya seperti
perjuangan Indonesia sejak awal terbentuk menjadi sebuah Negara, mulai persiapan
awal kemerdekaan sampai masa pasca kemerdekaan.”® Sistem demokrasi terlahir dari
luar Indonesia sehingga mau tidak mau menjadikan Indonesia terpengaruh oleh

pemikiran dari luar, sehingga membuat banyak kegiatan akademik yang tidak hanya

%" Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 53.

%8 Sukron, Pemikiran Politik..., 105. Lihat juga John L. Esposito, Ancaman Islam Mitos atau
Realitas?, (Bandung: Mizan, 1996), 216.

* Ibid..., 107.

0 Saiful, Sejarah dan Budaya Demokrasi..., 10.
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mencari unsur budaya yang selaras dengan demokrasi tapi juga meneliti kembali
sejarah atau perilaku yang setidaknya sudah mempraktikkan perilaku demokrasi.
Namun tentu saja tidak sepenuhnya sempurna.

Dalam sejarahnya, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi empat
periode, yaitu;

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Sistem Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen
memilki peranan penting dalam pemerintahan. Dan dalam hal ini parlemen memilki
kuasa untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen juga dapat menjatuhkan
pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.”

Di Indonesia, masa demokrasi ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan
Indonesia. Adanya UUD 1949 dan 1950 membuktikan bahwa demokrasi parlementer
tidak lepas dari godaan konflik yang tajam. Misalnya pada UUD 1950 menetapkan
dalam badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional
beserta menteri-menterinya yang memiliki tanggung jawab dalam politik. Kabinet
pada masa pemilihan tahun 1955 akhirnya tidak menemukan kestabilan dan partai-
partai pendukung mulai enggan bahkan menarik dukungannya apabila menemukan
jalan buntu atau tersandung permasalahan politik.”

Adapun ciri-ciri pemerintahan parlementer, yaitu;"®

! Haniah Hanafie Suryani, Politik Indonesia, (Jakarta: Penerbit Pres, 2011), 14.
2 saiful, Sejarah dan Budaya Demokrasi..., 12.
" Haniah, Politik..., 16.
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1) Seorang perdana menteri mengepalai pemerintahan, sedangkan kepala Negara
dipimpin oleh presiden/raja
2) Kekuasan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja ditunjuk
berdasarkan undang-undang
3) Perdana menteri memiliki hak preogratif (hak istimewa) untuk mengangkat
atau memberhentikan menteri-menteri
4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
5) Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif
Yang cukup menonjol pada masa parlementer ini adalah munculnya beberapa
partai politik Islam dengan memegang kabinet. Diantaranya Kabinet Natsir, Kabinet
Sukiman, Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan pada ujung pemerintahan demokrasi
parlementer ini, partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII dan Perti mendominasi
panggung politik pada masa itu.”* Pada masa Demokrasi Parlementer, Soekarno
sebagai presiden tidak dilibatkan dalam pemerintahan dan hanya dianggap sebagai
Kepala Negara saja. Sehingga Soekarno merasa bahwa demokrasi ini tidak cocok dan
perlu membuat suatu konsep demokrasi yang kemungkinan akan melibatkan
Soekarno. Untuk itulah akhirnya Soekarno mengeluarkan konsepsi agar menuju
Demokrasi Terpimpin. Sehingga demikianlah akhir dari perjalanan demokrasi

parlementer.”

" Ibid..., 46.
> Saiful, Sejarah dan Budaya Demokrasi..., 44.
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2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno benar-benar menerapkan
gagasannya dan menggandeng PKI dan militer sebagai partnernya. la tetap pada
pendiriannya untuk menjalankan sistem ini meskipun mendapat tentangan dari umat
Islam, khususnya dari partai Masyumi.”®

Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan mulai tersebarnya
pengurus komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam dunia perpolitikan Indonesia.
Masa ini muncul sebab dampak konflik politik berkepanjangan pada masa demokrasi
parlementer. Meski demikian, pada masa ini tetap saja banyak tindakan menyimpang,
diantaranya adalah dikeluarkannya Tap MPRS No.lI11/1963 yang berisikan bahwa
Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Kemudian pada tahun 1960,
Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat padahal tidak tercantum dalam
aturan UUD 1945. Selain itu, doktrin trias politika andalan dalam sistem demokrasi
pun menjadi tak karuan. Bahkan pada masa itu terbentuk Font Nasional yang
diketahui sebagai media kegiatan kelompok komunis. Masuk pada tahun 1965
merupakan akhir dari kekuasaan Soekarno.”’

Runtuhnya pemerintahan Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto di

tahun 1968. Pilihan MPR jatuh kepada Soeharto karena prestasinya dalam

’® Haniah, Politik..., 70.
" Ibid..., 13.
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menyelesaikan kemelut pemberontakan G30S/PKI atas dasar Surat Perintah 11 Maret
1966."
3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Istilah Demokrasi Pancasila secara resmi muncul pada 1968 dalam Ketetapan
MPRS No. XXXVII/1968. Ketetapan ini tidak dijelaskan mengenai esensi dan
mekanisme Demokrasi Pancasila secara rinci, dan hanya menjelaskan mekanisme
perbuatan keputusan melalu metode musyawarah mufakat. "

Masa di bawah kepemimpinan Soeharto ini juga dikenal dengan era “Orde
Baru”. Namun lagi-lagi sistem Demokrasi Pancasila pada periode ini juga tidak
seperti yang diharapkan kebanyakan. Demokrasi Pancasila dibawah komando
Soeharto tidak dijalankan secara pancasilais. Peraturan dibuat untuk membatasi
berbagai kegiatan masyarakat, seolah semua peraturan pemerintah telah memenuhi
keinginan rakyat. Ciri resmi dari pemerintahan orde baru ini adalah banyaknya
pelarangan terhadap sejumlah kegiatan politik oleh masyarakat. Dan pemilu dianggap
sebagai suatu rutinitas yang tak mengahasilkan dan tidak membawa perubahan
signifikan dalam pemerintahan.®

Dalam menjalankan pemerintahannya, Soeharto menggandeng tiga kekuatan
besar yang bersinergi secara efektif melestarikan kekuasaan Soeharto dan Orde Baru,

yaitu ABRI, Biokrasi dan Golkar (ABG). Tiga kekuatan ini bekerja dengan sangat

® Benny Bambang Irawan, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. Jurnal Hukum dan
Dinamika Masyarakat, VVol.5, No.1, 2007. 61.

¥ Masykuri Abdillah, Islam dan Demokrasi; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep
Demokrasi 1966-1993, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

8 Saiful, Sejarah dan Budaya Demokrasi..., 13.
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baik dan konsisten dalam mendukung semua keputusan yang dikeluarkan oleh
Soeharto. Dengan demikian, jalur ABG menjadi mitra yang kekuatannya tidak
tertandingi oleh politik manapun.®

Masa ini adalah masa pasang surut perkembangan Islam Politik di Indonesia,
bukan saja faktor interversi pemerintahan Orde Baru, akan tetapi juga karena
minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Agama dibebaskan untuk mengurus
persoalan-persoalan kultural dan dijauhkan dari aktivitas perpolitikan.®

Hingga akhirnya dengan dukungan semangat perubahan yang didengungkan
oleh kelompok-kelompok pro demokrasi dapat menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
Dan setelah Soeharto berkuasa kurang lebih 33 tahun, ribuan mahasiswa melakukan
pengepungan di Gedung Senayan sebagai tuntutan agar Soeharto lengser. Akhirnya
Soeharto lengser kemudian menyerahkan jabatannya pada BJ. Habibie.®

4. Era Reformasi (Pasca Orde Baru)

Mundurnya Soeharto sebagai presiden menjadi awal masa reformasi
berkembang. Dan kondisi sosial ekonomi dan politik menjadi harapan perubahannya.
Pergantian iklim politik dan kepartaian terjadi dengan membuka keleluasaan untuk
mendirikan partai politiknya asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah
ditetapkan. Dan pada masa ini pula, sistem pemilihan umum dipilih karena dinilai

lebih demokratis dari sebelumnya.

®1 Haniah, Politik...,114.
% Ibid..., 115.
8 Saiful, Sejarah dan Budaya Demokrasi..., 13.
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Sumber demokrasi di Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945, sehingga
demokrasinya dinamai dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan
musyawarah untuk mufakat, dengan didasari kekeluargaan dan gotong royong yang
ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, kecintaan dan
budi pekerti luhur.

Era jabatan Habibie pada tahun 1998 berhasil mewujudkan kembali pemilu,
bahkan berbagai partai kembali bergaung turut meramaikan pemilu. Namun tentu
tidak menghasilkan terpilihnya kembali BJ. Habibie sebagai presiden. Habibie
lengser yang kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau sekarang yang
lebih dikenal dengan Gus Dur, dan wakil presiden kala itu adalah seorang perempuan,
Megawati.

Pada masa kepemimpinan Wahid, banyak dikeluarkannya kebijakan-
kebijakan yang berani. Misal pers kembali mendapatkan tempat, partai pun demikian.
Namun sayangnya, kepiawaiannya di panggung politik tidak sepenuhnya mendapat
dukungan dari parlemen. Meski kaum minoritas begitu menyanjungnya karena
berbagai kebijakan yang membelanya, tidak dengan parlemen yang nyatanya
melakukan intrik-intrik untuk menjatuhkan kepemimpinan Wahid. Hingga akhirnya,
isu kasus bulloggate yang kemudian menuduh Wahid melakukan korupsi menjadi
momentum lengsernya Wahid dari kursi kepresidenan.®

Kemudian Megawati akhirnya diangkat menjadi presiden dengan wakilnya

Hamzah Haz. Dalam politik, semua hal dapat terjadi karena begitu tingginya tingkat

8 Ibid..., 14.
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kompromi politik di parlemen. Misalnya ketika diragukannya Hamzah Haz sebagai
wakil presiden karena tren politik Islamnya yang kental dan kemudian disandingkan
dengan presiden yang tidak hanya karena perempuan, tapi Megawati juga seorang
nasionalis.

Catatan sejarah demokrasi di Indonesia terjadi pada era ini, yaitu
diputuskannya bahwa pemilihan presiden secara langsung (direct president election)
disepakati sebagai sebuah bentuk mekanisme baru dalam pemilihan presiden.
Pemilihan ini digelar dengan dua tahap. Pertama adalah tahap Pemilu Legislatif,
yaitu untuk memilih wakil rakyat yang menjabat di parlemen. Kedua adalah tahap
pemeilihan presiden dan wakil presiden. Dan Susilo Bambang Yudhoyono atau
leboih dikenal dengan SBY, menjadi presiden pertama yang terpilih dengan cara ini.*®

Dari banyaknya diskusi dan pendapat, perkembangan demokrasi sebagai
wacana dan praktik tetap berjalan secara dinamis untuk menemukan pola terbaiknya,
menyesuaikan dengan ciri khas lokal dimana demokrasi dipraktikkan, kemudian
mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Artinya, demokrasi terus mencari bentuk
terbaiknya dan layak untuk seluruh manusia dan sesuai dengan semua kepentingan.

Masa reformasi terus berjalan seiring dengan banyaknya perubahan dalam
wajah perpolitikan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang negeri ini dengan
mengusung reformasi dan melakukan beberapa perubahan kebijakan hanyalah awal

yang masih harus dilanjutkan dengan kerja keras dan konsistensi terhadap idealisme

tentang perubahan. Wacana mengenai demokrasi harus terus dikaji lebih dalam dan

8 Ibid..., 15.
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dicari kesesuaiannya dengan budaya politik yang dimiliki Indonesia, sehingga tidak

memunculkan situasi dan kondisi yang ironi dengan cita-cita demokrasi itu sendiri.



BAB I11
PENAFSIRAN AYAT-AYAT DEMOKRASI DALAM AL-QURAN
A. Term Shura dalam Alquran

Term musyawarah (shura) seringkali menjadi topik utama pada setiap
perbincangan seputar demokrasi disebabkan oleh beberapa alasan, pertama, tidak ada
satupun dari ayat dalam Alquran yang menyebutkan kata demokrasi. Kedua, istilah
demokrasi datang dari Barat dan tidak ada kata yang menyerupai dalam bahasa Arab.
Ketiga, kata shura merupakan term yang artinya paling dekat dengan demokrasi.
Keempat, term ini banyak disebut sebagai penjelasan aktivitas Nabi saw. yang
berkaitan dengan prinsip dan karakter demokrasi.®®

Dalam tradisi Islam, pemahaman atas konsep demokrasi ini mengandung
makna yang multi-tafsir, apabila dikaitkan dengan bahasa Alquran yang menyatakan
bahwa shura merupakan induk dari demokrasi itu sendiri. Bahkan beberapa mufassir
berpendapat kata shura diidentikkan sebagai cikal bakal teori demokrasi yang
dicetuskan oleh Barat, akan tetapi juga ada pemahaman dan pemaknaan yang lain
terhadap kata tersebut.

Kata “musyawarah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan atas penyelesaian,

perundingan atau perembukan suatu masalah.®” Dengan kata lain, musyawarah juga

8 Muhammad Ali Mustofa Kamal. 2015. Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif
Alquran, Jurnal Ulul Albab, Vol.16, 51.

8 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 768.
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berarti mengajukan dan mengeluarkan sebuah pendapat. Musyawarah tidak
digunakan dalam pengabsahan suatu keputusan yang dapat menindas pihak lain,
apalagi tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan
Alquran dan Hadits. Karena pada dasarnya musyawarah hanya digunakan dalam hal
kebaikan.®

Dari beberapa pendapat dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa shura
atau musyawarah adalah berkumpul beberapa orang dalam satu majelis untuk
memutuskan suatu mufakat bersama. Dan masing-masing anggota dalam majelis
berkesempatan untuk menyampaikan pendapat nya.

Kata shura diderivasi dari asal kata shawara, yang mengandung makna dasar
mengeluarkan madu dari sarang lebah, yang kemudian makna tersebut mengalami
perkembangan dan mencakup segala sesuatu yang dikeluarkan yang lain.®

Dan di dalam Alquran ditemukan tiga ayat yang memiliki term dari asal kata
shawara tersebut. Pertama yaitu pada surat Al-Bagarah [2]: 233,
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8 Abdul Mustagim, Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi,
Profetika, Vol.4, No.2, 2002, 203-210.
% Muhammad Ali, Menimbang Signifikansi..., 52
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kedua, pada surat Ali Imran [3]: 159
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.**

dan ketiga pada surat Ash-Shura [42]: 38,

Lo -
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dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Dan ayat yang dijadikan sebagai landasan shura dan sebagai justifikasi konsep
demokrasi adalah surat Ali Imran [3]: 159 dan surat Ash-Shura [42]: 38 karena

konteks musyawarah yang terdapat dalam surat Al-Bagarah [2]: 233 membahas

% Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 31.
* Ibid..., 1.
* Ibid..., 487.
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tentang kehidupan keluarga, seperti dalam pengambilan keputusan dalam rumah

tangga dan mengurus anak-anak.

TERM SHURADALAM ALQURAN

No | Term Bentuk Surah/Ayat Arti Konteks
1. sz Masdar Al-Bagarah [2]: Permusyawaratan Masalah
o3ked 233 persusuan
2. < Fi’il Amr | Ali Imran [3]: 159 | Bermusyawarahlah Strategi
STIY dakwah
Rasulullah
saw.
3. o Fi’il Ash-Shura [42]: Musyawarah Kenikmatan
GO~ | Madhi 38 terbaik disisi
Allah swit.

B. Penafsiran Ayat-ayat Shura dalam Alquran

1. Al-Bagarah [2]: 233
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

o
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memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan suami istri dalam persoalan
mengambil keputusan dalam rumah tangga dan juga mengasuh anak, selain urusan
tersebut juga dijelaskan mengenai petunjuk dalam Alguran bahwa apapun persoalan
rumah tangga harus dimusyawarahkan antara suami dan istri.**

Tema besar pada surat Al-Baqarah [2]: 233 di sini adalah tentang “Hukum
Susuan”. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam
memelihara anaknya, sang ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya sampai umur
dua tahun, sedangkan ayah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada ibu.*
Dalam ayat ini Allah sawt. Memberi pembagian tugas sedemikian rupa kepada kedua
orang tua terhadap bayinya. Namun apabila kesehatan seorang ibu terganggu
misalnya, maka diberi keringanan berupa yaitu dibolehkan bagi anaknya mendapat
makanan dari orang lain. Begitu pula pada tanggung jawab seorang ayah, apabila
ayah tidak mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan kewajibannya karena
miskin, maka keringanan bagi ayahnya adalah melakukan kewajibannya sesuai
dengan kemampuannya.®®

Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang menyapih anak sebelum umur dua
tahun. Hal ini diperbolehkan apabila adanya kesepakatan setelah bermusyawarah

antara suami dan istri. Jika seorang istri tidak mampu menyusui anaknya karena

% Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 31.

% M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat,

(Bandung: Mizan, 1998), 470

ZZ Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 344,
Ibid..., 345.
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faktor kesehatan, maka diperbolehkan untuk mengambil perempuan lain untuk
menyusui anak tersebut , karena hal itu demi keselamatan anak itu sendiri.®’

Dalam Kita tafsir F7 Dzilal Al-Quran, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ibu
yang meski telah diceraikan oleh suaminya tetap mempunyai kewajiban atas anaknya
yang masih menyusu. Allah mewajibkan bagi ibunya untuk menyusuinya selama dua
tahun penuh. Karena masa ini baik jika ditinjau dari segi kesehatan dan jiwa anak.”

Demikian pula kewajiban yang ditetapkan Allah swt. bagi seorang ayah
terhadap anaknya yang walaupun telah menceraikan ibunya. Tentu saja ibu yang
menyusui anaknya juga memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu. Atas
dasar itu, lanjutan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk
memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik dan layak. Sehingga
keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab atas anaknya yang masih menyusu.
Ibu merawat anaknya dengan menyusui dan memeliharanya, sedangkan ayah harus
memberi nafkah berupa makanan dan pakaian terhadap ibu agar ia dapat memelihara
anaknya. Dan masing-masing keduanya harus menunaikan kewajibannya sesuai batas
kemampuannya.”

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”,
jangan sampai salah satu diantara keduanya menjadikan anaknya sebagai mudharat
bagi yang lainnya. “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya

dan demikian juga seorang ayah karena anaknya”, tidaklah seorang ayah

Y Ibid..., 346.
% Sayyid Quthb, F7 Dzilal Al-Quran, (Beirut: Dar Ash-Shurug, 1992), 301.
% Ibid..., 302.
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mengeksploitasi kasih sayang ibu terhadap anaknya untuk berlaku sewenang-wenang
terhadapnya, atau agar ibu menyusui anaknya tanpa diberi imbalan atau nafkah. Dan
tidaklah pula bagi ibunya mengeksploitasi kasih sayang ayah terhadap anaknya
dengan kemudian mengajukan tuntutan-tuntutan yang memberatkan ayahnya.'®

Dengan nafkah ini anak tetap mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan
perkembangan jiwanya dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap
diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal, maka kewajiban menafkahi jatuh
kepada ahli warisnya, “dan warispun berkewajiban demikian.” Ahli waris
bertanggung jawab atas kebutuhan sandang pangan kepada ibu yang menyusui
tersebut dengan cara yang baik. Dengan demikian si anak tidak akan terabaikan
karena kematian ayahnya, karena haknya dan hak ibunya tetap dalam keadaan
terjamin.*™*

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”, apabila
antara ayah dan ibu atau ibu dengan pewarisnya menghendaki untuk menyapih
anaknya sebelum genap dua tahun dikarenakan untuk kemaslahatan si anak agar
disapih dengan alasan kesehatan atau lainnya, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Akan tetapi dengan syarat bahwa mereka telah memusyawarahkan hal tersebut demi

kemasalahatan anak yang menjadi tanggung jawab mereka.

190 rpid..., 302.
191 1pid..., 302.
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut”, demikian pula
apabila ayahnya ingin mendatangkan seseorang untuk menyusui anaknya, karena jika
demikian menjadi maslahat bagi anaknya. Hal ini boleh dilakukan dengan syarat
bahwa wanita yang menyusui tersebut harus diberi upah yang layak dan diperlakukan
dengan baik.'% Dengan demikian akan menjamin wanita tersebut akan berlaku jujur
terhadap anak yang disusuinya serta akan memelihara dan mengasuhnya.

Setelah semua itu, maka takwa menjadi pengikat hubungan dengan Allah swt.
Karena perasaan yang tulus dan kasih sayang tidak akan terealisasikan kecuali dengan
adanya takwa. Yakni dalam akhir ayat, “betakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ™. o

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa persoalan menyusui anak atau
menyapihnya kepada orang lain diperbolehkan dengan syarat telah melakukan
musyawarah terlebih dahulu. Begitu juga terhadap orang yang dipercayakan untuk
menyusui  bayinya, selain diberikan upah yang layak, juga diajak untuk
bermusyawarah dalam persoalan bayi tersebut.

Sehingga dari ayat ini dapat disebut sebagai petunjuk Allah swt. dalam
melaksanakan musyawarah di lingkungan keluarga terhadap persoalan-persoalan
yang terjadi di dalamnya.

Dari surat Al-Bagarah [2]: 233 di atas dapat diambil tiga poin penting:

192 1pid..., 303.
193 1pid..., 303.
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a. Kedua orang tua wajib memelihara anak mereka, ibu berkewajiban untuk
menyusui anak hingga genap dua tahun, dan bapak berkewajiban memberi
nafkah kepada ibu

b. Kedua orang tua dilarang memebuat suatu hal yang menyebabkan
kemudharatan bagi yang lainnya. Misal, ibu tidak mau menyusui anaknya
akan tetapi meminta nafkah terlalu besar. Atau karena ingin memelihara
kecantikan istrinya, suami melarang untuk menyusui, padahal ia mau untuk
menyusui anaknya.

c. Diperbolehkan untuk menyapih anak (menghentikan penyusuan) sebelum dua
tahun atau mendatangkan wanita untuk menyusui anaknya apabila telah
melakukan musyawarah dan adanya kesepakatan antara ayah dan ibu atau ibu
dengan ahli waris.

2. Ali Imran [3]: 159

P
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.'*
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194 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 71.
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Ayat ini banyak disinggung sebagai ayat yang makna musyawarahnya dekat
dengan demokrasi. Asbab al-Nuzul dari ayat ini adalah ketika kaum muslimin
mendapatkan kemenangan dalam perang Badar sehingga banyak dari kaum musrik
yang menjadi tawanan perang. Nabi saw. mengajak Abu Bakar dan Umar bin
Khatthab untuk bermusyawarah mengenai nasib tawanan perang tersebut. Abu Bakar
berpendapat bahwa sebaiknya tawanan tersebut dikembalikan kepada keluarganya
dengan membayar tebusan. Berbeda terbalik dengan pendapat Umar yang
mengusulkan agar tawanan tersebut dibunuh saja, dan yang diperintahkan membunuh
adalah keluarganya sendiri. Sehingga dengan hal ini mereka tidak menghina dan
mencaci agam Islam lagi nantinya. Dari dua pendapat ini, Nabi saw. kesulitan dalam
mengambil keputusan sehingga turunlah ayat 159 yang menegaskan agar Nabi saw.
untuk berlemah lembut. Karena jika keras hati, justru mereka tidak akan simpati
untuk menerima ajaran Islam. Akhinya, ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas
pendapat Abu Bakar dan di sisi lain memberi peringatan kepada Umar bin Khatthab.
Karena apabila dalam suatu musyawarah pendapatnya tidak diterima, maka
bertawakal kepada Allah swt. adalah yang terbaik. Dengan turunnya ayat ini, maka
tawanan perang itupun dibebaskan sebagaimana saran Abu Bakar.'®

M. Quraish Shihab memberi penafsiran kepada surat Ali-Imran [3]: 159
dengan menjelaskannya dari segi penjabaran bahasanya. Maka disebabkan rahmat

Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, firman Allah ini membuktikan

105" A, Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran Surat Al-Bagarah-An-Nas,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 185.
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bahwa kepribadian Nabi Muhammad saw., merupakan didikan langsung dari Allah
swt., sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh
baik hasil didikan-Nya”. Allah swt bukan hanya melimpahkan pengetahuan melalui
wahyu-wahyu Alquran kepada Nabi Muhammad saw., namun juga dianugerahi kalbu
yang selalu disinari oleh kebaikan dan menjadi wujud yang merupakan rahmat bagi
alam semesta.'%®

Redaksi ayat diatas dilanjutkan dengan perintah memberi maaf, seakan-akan
menyatakan bahwa sesungguhnya perangai Nabi Muhammad saw. sangatlah luhur,
tidak bersikap keras, berhati lembut, pemaaf dan bersedia mendengarkan dan
menerima saran dari orang lain. Dan hal demikian disebabkan karena rahmat Allah
swt. yang telah mendidik Nabi Muhammad saw. secara langsung, sehingga faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian Nabi Muhammad saw. disingkirkan
oleh Allah swt. Ayah Nabi Muhammad saw. meninggal sebelum beliau lahir, beliau
tinggal jauh dari ibunya sejak kecil, beliau tidak pandai membaca dan menulis, dan
bahkan Nabi Muhammad tinggal di lingkungan yang jauh dari peradaban manusia.
Karena ayah, ibu, bacaan dan lingkungan merupakan beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi dan membentuk kepribadian manusia, dan Nabi Muhammad saw.
tidak tersentuh oleh faktor-faktor tersebut.'”’

Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar..., dalam ayat ini

mengandung makna bahwa Nabi Muhammad saw. bukanlah manusia yang yang

196 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 256.
7 Ibid..., 257,
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berhati keras. Makna tersebut dapat dipahami dari kata ( s ) yang diterjemahkan
dengan sekiranya. Kata ini digunakan untuk memaknai sesuatu yang bersyarat, tapi
syarat tersebut tidak dapat tewujud. Contoh, seseorang yang sudah ditinggal mati oleh
ayahnya lalu berkata “Sekiranya ayah saya hidup, maka saya akan menamatkan
kuliah.” Namun karena ayahnya sudah wafat, maka kehidupan yang diandaikan pada
hakikatnya tidak ada, dan oleh karena itu tamat kuliah yang diharapkannya pun tidak
terwujud. Dengan demikian, ketika ayat ini menyatakan sekiranya engkau bersikap
keras lagi berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu,
maka itu berarti sikap keras dan berhati kasar itu tidak ada wujudnya, oleh karena itu,
maka tentu saja ungkapan, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak
akan pernah terjadi.'®

Nabi Muhammad saw. selalu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, mereka
senang bersama beliau, dan tidak pernah bosan mendengar sabda-sabda beliau. Para
sahabat mendapatkan kehangatan yang luar biasa ketika dekat dengan Nabi
Muhammad saw., dan tidak ada satupun sahabat yang mengeluhkan tentang
kekurangan beliau.

Berlaku keras lagi berhati kasar, ayat ini menggambarkan sisi dalam dan sisi
luar manusia, berlaku keras menggambarkan sisi luar manusia dan berhati kasar
menggambarkan sisi dalamnya. Dan kedua hal ini sudah jelas tidak ada pada diri

Nabi Muhammad saw. Dua hal ini harus dinafikan secara bersamaan, karena bisa jadi

yang berlaku keras namun hatinya lembut, ada yang hatinya lembut namun berlaku

198 1pid..., 257.
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tidak santun. Karena yang terbaik adalah menggabungkan sisi luar dengan dengan
perilaku yang sopan, berucap dengan kata-kata yang indah dan memiliki hati yang
luhur. Dari penggalan ayat ini serupa dengan firman Allah swt. pada surat At-Taubah

[9]: 128, yaitu:

el G e G b G pendl o it

— P o a2
(Z) 5295 Tone 3l

sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa
olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu,
Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.'*

Yang menjadi salah satu penekanan dalam ayat ini adalah perintah untuk
melakukan musyawarah. Walaupun ketika perang Uhud yang didahului dengan
bermusyawarah mengalami kegagalan, namun ayat ini dipahami sebagai pesan untuk
melakukan musyawarah. Karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak
sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih
sendirian tidak sebaik dengan kebenaran yang diraih bersama.

Pada ayat ini dijelaskan tentang tiga sifat dan sikap yang diperintahkan kepada
Nabi Muhammad saw. sebelum melakukan musyawarah. Penyebutan tiga hal ini
meskipun dari segi konteks turunnya ayat, memiliki makna tersendiri yang berkaitan

dengan perang Uhud. Tetapi dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, tiga hal

' Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 207
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ini harus dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. dan juga orang-orang yang melakukan
musyawarah.'*°

Dan tiga hal yang menjadi syarat bermusyawarah pada ayat ini adalah,
pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seseorang yang
melakukan musyawarah terlebih jika ia seorang pemimpin, maka pertama yang harus
dihindari adalah bertutur kata yang kasar dan bersikap keras kepala, karena jika
memiliki sifat dan sikap tersebut maka orang-orang yang diajak bermusyawarah akan

menjauhi dan pergi. Petunjuk ini terkandung pada penggalan awal ayat ini, yaitu

(W o 12 M s b ST 5)s)

Kedua, memberi maaf dalam ayat ini dikatakan (< o). “Maaf” secara

harfiah memiliki arti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus luka hati karena
perlakuan pihak lain yang tidak wajar, karena musyawarah tidak akan terjadi tanpa
pihak lain. Dalam bermusyawarah sangatlah penting dalam menyiapkan mental untuk
selalu bersedia memberi maaf, karena boleh saja ketika melakukan musyawarah
terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kata-kata yang menyinggung dari pihak lain,
karena jika terjadi dapat membuat keruhnya pikiran dan mengubah musyawarah
menjadi pertengkaran.'*!

Untuk mencapai hasil terbaik dari suatu musyawarah, maka hubungan dengan

Tuhan haruslah dijaga dengan baik, oleh sebab itu hal ketiga yang harus mengiringi

10 M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Volume 2..., 258.
W bid..., 259.
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musyawarah adalah permohonan ampunan Tuhan, sebagaimana pesan pada ayat di
atas ( sy,

Pesan terakhir pada surat Ali-Imran [3]: 159 di atas, yaitu setelah musyawarah

usai maka, (4 s Jsis s 136 yyang artinya, jika sudah bulat tekad, (laksanakanlah)

kemudian berserah dirilah kepada Allah). Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berserah diri kepada-Nya.*"

Pada ayat di atas disebutkan ( Y & )yang diterjemahkan dengan dalam
urusan itu. Ayat tersebut mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, dari segi
konteks ayat tersebut dipahami bahwa urusan yang dimaksud adalah urusan
peperangan, karena itulah ada pendapat ulama yang membatasi musyawarah yang
diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. hanya sebatas dalam urusan peperangan
tersebut. Namun pandangan atau pendapat ini tidak didukung oleh sebagaimana
praktek Nabi Muhammad saw., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat Alquran.

Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul Reading the Quran in the
Twenty-first Century; A Contextualist Approach membahas mengenai musyawarah
dan demokrasi dengan fokus kajiannya adalah pada ayat ini. la memaparkan
penjelasan mengenai demokrasi dengan mengkaji dua periode masa penafsiran, yaitu

penafsiran pada masa pra-modern dan pada masa modern.***

"2 Ibid..., 260.

" Ibid..., 260.

114 Abdullah Saeed, Alquran Abad 21; Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan,
2015), 246.
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Mayoritas mufassir pada masa awal tidak mengomentari penafsiran ayat ini
secara politis. Mereka lebih fokus pada implikasi teologis yang berupa perintah Allah
swt. kepada Nabi saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mereka
membatasi masalah shura hanya dalam urusan peperangan. Dalam penafsiran ayat ini,
mereka lebih fokus mengidentifikasi dalam urusan apa aja yang diperintahkan kepada
Nabi saw. untuk dimusyawarahkan daripada mengidentifikasi dalam hal apa saja
yang umat Islam seharusnya berusaha untuk dilakukan musyawarah.

Ath-Thabari menegaskan bahwa dalam ayat ini Nabi saw. diminta untuk
bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan peperangan. Dia mencatat
bahwa sebenarnya Nabi saw. tidaklah perlu untuk berkonsultasi dengan sahabatnya
dan menyatakan bahwa tujuan di balik perintah musyawarah ini adalah untuk
menentramkan hati para sahabatnya. Ath-Thabari tidak menyinggung permasalahan
politik dan tekanannya secara jelas tertuju pada Nabi saw., akan tetapi dia
menyatakan bahwa para sahabat dan tabi’in akan saling bermusyawarah untuk
menemukan kata sepakat. Dan Ath-Thabari meyakini bahwa musyawarah ini
nantinya akan berlangsung dalam permasalahan agama dan yang lebih lazim lagi
dalam kehidupan sehari-hari.**®

Demikian pula pendapat al-Zamakhsyari yang mengungkapkan bahwa
musyawarah berlaku dalam masalah peperangan dan bahwa ayat ini diturunkan untuk

menenangkan hati para sahabat dan memuliakan mereka. Namun dia juga

Y5 1pid..., 248.
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berpendapat bahwa memungkinkan Nabi saw. untuk bermusyawarah dalam hal
mencari pendapat dari para sahabat.*°

Tafsir Al-Razi lebih fokus kepada pembahasan karakter Nabi saw. dan
hubungannya dengan para sahabatnya. Adanya musyawarah yang dilakukan antara
Nabi saw. dan sahabatnya adalah bukti tingginya akhlak budi pekerti Nabi saw. dan
menjadi teladan bagi manusia lainnya. Meski beliau adalah makhluk paling
sempurna, pengetahuan makhluk tetaplah terbatas, sehingga mungkin saja pendapat
yang lebih baik datang dari manusia lainnya, khususnya dalam urusan sehari-hari
dikehidupan dunia. Al-Razi mendiskusikan aspek hukum ayat ini dengan menyatakan
bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi saw. tidak boleh bermusyawarah dalam hal-
hal jika sudah ada dalil yang jelas. Al-Razi juga mengutip Imam Syafi’i dalam giyas,
yang berpendapat bahwa shura adalah hal yang dianjurkan daripada disebut sebagai
kewajiban. Namun, Imam Syafi’i tidak menjelaskan apakah hal ini hanya berlaku
bagi Nabi saw. atau juga pada yang lain.**’

Pada masa pra-modern, Al-Qurthubi merupakan mufassir yang paling politis,
karena memberi pemahaman bahwa shura adalah kewajiban bagi semua umat dan
khususnya bagi seorang pemimpin. Dia mengutip pendapat dua figaha’ yang
menyatakan bahwa shura adalah hal yang wajib dilakukan oleh para penguasa. Al-

Qurthubi memberikan beberapa teks yang secara eksplisit mengaitkan shura dengan

konsep pemerintahan yang ideal dan membuatnya menjadi kewajiban. Dengan

Y8 1pid..., 249.
U Ibid..., 250.
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pernyataan tersebut, Al-Qurthubi dinilai sebagai mufassir yang paling mendukung
nilai penting musyawarah.*®

Al-Qurthubi memuji mereka yang bermusyawarah dengan landasan bahwa
Tuhan memerintahkan Nabinya untuk melakukan demikian. Dia memberikan
serangkaian gagasan terkait dengan pelaksanaan shura, diantaranya kepercayaan,
pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan watak yang mendukung bagi seseorang
yang berusaha untuk melakukanm musyawarah. Shura didasarkan pada pandangan
bahwa orang-orang memiliki pandangan yang beragam. Al-Qurthubi berpendapat
bahwa perbedaan ini sebaiknya dikaji dengan kehati-hatian dalam rangka mengambil
apa yang paling mendekati Alquran dan Sunnah.™*®

Di masa modern, Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini dengan fokus pada nilai-
nilai moral, signifikansi spiritual Perang Uhud bagi kaum beriman dan pelajaran yang
dapat diambil dari kejadian itu dalam rangka pembangunan umat. Dia menyatakan
bahwa konsep shura adalah basis dari pemerintahan politik Islam, dia mendukung hal
ini dengan mengutip kenyataan bahwa Allah swt. memerintahkan shura bahkan
setelah kejadian yang dialami pada Perang Uhud.*?

Sayyid Quthb memahami shura tidak hanya sebagai prinsip teknis
pemerintahan, akan tetapi juga sebagai sesuatu yang harus menyerap semua aspek

kehidupan masyarakat muslim. Menurutnya, dengan mematuhi shura sebagai perintah

Allah swt. merupakan dalam rangka meraih kesuksesan di dunia. Yang membedakan

Y8 Ipid..., 251.
19 1pid..., 252.
120 1pid..., 253.
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penafsiran Sayyid Quthb dengan musfassir pra-modern, dia tidak mempersoalkan
mengapa Allah swt. memerintahkan Nabi saw. untuk bermusyawarah. Dia
menyimpulkan shura merupakan teladan baik bagi umat dan sangat dibutuhkan umat
untuk mencapai kedewasaan dan tanggung jawab politik. Dan pendapat ini
bertentangan dengan penafsiran pra-modern yang berpandangan bahwa Nabi saw.
sebagai sosok yang sempurna dapat bertindak tanpa melakukan musyawarah (shura)
dengan para sahabatnya.*

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah; pertama, ayat ini
ditujukan kepada Nabi saw. yang Allah swt. tunjuk sebagai penyampai risalah-Nya.
Nabi saw. menerima perintah-perintah ilahiah melalui wahyu Alquran. Saat itu shura
belum menjadi kebutuhan, karena wahyu telah menjamin, membimbing dan
mengarahkan Nabi saw.. Akan tetapi Allah swt. menjadikan Nabi saw. sebagai
panutan sehingga shura ditetapkan sebagai peraturan yang diperintahkan atas
generasi-generasi berikutnya, dan atas orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu
mereka yang mengatur berbagai urusan kaum muslim. Dan mereka inilah yang lebih
membutuhkan shura daripada Nabi saw. karena mereka tidak menerima wahyu dari
langit.*?

Kedua, ayat ini turun setelah perang Uhud. Para ahli tafsir dan penulis sirah
Nabi saw. telah bersepakat bahwa beliau benar-benar telah bermusyawarah dengan

para sahabat sebelum perang. Dan dalam peperangan ini, kaum muslimin mengalami

2 Ibid..., 253.
122 Ash-Shawi, Demokrasi atau..., 36.
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kekalahan, sehingga ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi saw. agar
mengampuni apa yang terjadi pada kelompok terbanyak dan agar terus menjalankan
musyawarah. Maksud dalam ayat adalah bahwa shura harus tetap dilakukan dan
mengambil keputusan pendapat mayoritas walaupun kemungkinan adanya
kekeliruan, dan hal ini bahayanya akan lebih ringan daripada bahaya yang timbul
akibat sikap egois penguasa yang tidak mau menuruti pendapat mayoritas umatnya.
Dengan demikian, Allah swt. memerintahkan Nabi saw. agar melaksanakan shura
walaupun beliau telah menerima wahyu dari-Nya, dari hal tersebut Allah swit.
menginginkan agar shura menjadi perintah yang tegas dan merupakan nash yang
kekal dalam Alquran.*®

Ketiga, ayat ini tidak hanya berlaku sebagai dasar Nabi saw. dalam
menjalankan shuara. Ayat ini diartikan bahwa umat sepeninggal Nabi saw. dapat
menjalankan prinsip shura sebagai fondasi setiap sistem yang berorientasi pada Islam
atau menegakkan syiar dan syariahnya dalam hal politik, ekonomi, sosial maupun
dalam permasalahan lainnya.'®*

3. Ash-Shura[42]: 38
T bohhd 5 s 4 e ey BLIT1L 605 £ ) Taltnaal Gl
dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan

shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.'?

% Ibid..., 37.
' Ibid..., 37.
125 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 487.
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M. Quraish Shihab memberi keterangan pada kitab Al-Misbah, dan
kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi
seruan Tuhan mereka, dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan
sempurna, yakni terpenuhi sesuai syarat, rukun dan khusyu’ kepada Allah swt., dan
semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara
mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara
mereka yang bersifat otoriter maupun egois untuk memaksakan pendapatnya, dan di
samping itu mereka juga dari sebagian rejeki yang Kami anugerahkan kepada
mereka baik harta dan lain sebagainya, mereka senantiasa nafkahkan harta mereka
dengan tulus, baik nafkah wajib maupun sunnah.*?®

Kata ( a_ ) yang berarti urusan mereka menunjukkan mereka
bermusyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka dan juga
mereka memiliki wewenang dalam hal tersebut. Bagi mereka yang tidak berwenang
dalam urusan yang dimaksud, maka tidaklah perlu terlibat di dalamnya kecuali jika
diajak untuk ikut bermusyawarah oleh orang yang berwenang.*?’

Dalam Alquran ditemukan beberapa soal amr atau urusan yang hanya
menjadi wewenang Allah swt. saja, dan tidak tersentuh oleh manusia manapun
betapapun agungnya. Dan antara lain, ayat-ayat yang bukan menjadi wewenang

manusia adalah tentang ruh pada surat Al-Isra’ [17]: 85, tentang datangnya hari

kiamat pada surat An-Nazi’at [79]: 42, tentang taubat pada surat Ali-Imran [3]: 128,

126 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 12, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 511.
Y Ibid..., 512.
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dan juga tentang syari’at agama pada surat Al-An’am [6]: 57 dan lain-lain. Ketetapan
Allah dan Rasul yang konteksnya bersumber dari wahyu dijelaskan secara tegas

dalam Alquran pada surat Al-Ahzab [33]: 36, yaitu:?

v%.ZT’ Q,_L\r@w;)uuf? % &T@aélil%}igjyf}ijbguj

dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang
mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada
bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa
mendlgglakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang
nyata.

Hal-hal yang menjadi lapangan bermusyawarah adalah tentang persoalan
kemasyarakatan. Para sahabat menyadari benar mengenai batasan-batasan
wewenangnya, sehingga tak ada satupun dari sahabat yang mengajukan saran
menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui bahwa itu adalah petunjuk Ilahi.
Ketika Nabi Muhammad saw. memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin
dalam perang Badar, seorang sahabat Al-Khubbab Ibn Al-Mundzir bertanya pada
Nabi saw.: “Apakah ini merupakan tempat yang dipilihkan Allah swt untuk engkau
tempati, atau ini merupakan pilihanmu berdasarkan strategi perang?” Nabi saw.
menjawab bahwa tempat tersebut adalah pilihan beliau, barulah Al-Kubbab
menyarankan lokasi lain, yang ternyata Nabi saw. menyetujuinya. Hal lain terjadi
sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, ada beberapa persyaratan yang disetujui

olen Nabi saw., namun tidak berkenan bagi para sahabat. ‘Umar bin Khaththab

128 M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Volume 2...,261.
129 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 423.
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menggerutu dan menolak kemudian berucap “Mengapa kita harus menerima syarat-
syarat yang merendahkan agama kita?”, namun ketika Nabi Muhammad saw.
menyampaikan bahwa, “Aku adalah Rasul Allah.” Umar ra. dan sahabat-sahabat
lainnya terdiam dan menerima keputusan Nabi saw. tersebut.**°

Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang petunjuknya
merupakan dari Allah swt., baik secara langsung maupun melalui Rasulullah saw.,
maka persoalan itu tidak menjadi hal yang dimusyawarahkan kembali. Musyawarah
hanya ditujukan kepada hal dan persoalan yang belum ditentukan petunjuknya, dan
juga mengenai kehidupan duniawi baik yang bersifat global, tanpa petunjuk atau
bahkan persoalan yang mengalami perubahan.

Dalam persoalan yang mengalami perubahan atau perkembangan, Alquran
telah menyediakan petunjuknya berupa bentuk prinsip-prinsip umum agar petunjuk
tersebut dapat digunakan dan menampung perkembangan sosial budaya.***

Dalam kitab tafsir Kementerian Agama, pada surat Ash-Shura [42]: 38
dijelaskan bersamaan dengan dua ayat sebelumnya dan ditambah satu ayat
setelahnya, sehingga tema besar yang diambil adalah “Kiat-kiat Memperoleh
Anugerah Ilahi”.** Karena ayat 38 merupakan penjelasan lanjut mengenai
kenikmatan yang sesungguhnya adalah yang ada pada sisi Allah swt., yaitu karunia

bagi orang-orang yang menerima seruan agama Allah swt., mendirikan sholat tepat

waktu dan sempurna untuk membersihkan hati dan menjauhkan diri dari perbuatan

130 M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Volume 2..., 261.
BLbid..., 262.
132 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 62.
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tidak terpuji, menentukan sikap dalam menghadapi hal-hal penting dengan
melakukan musyawarah dan menafkahkan rejekinya di jalan Allah swt.,
membelajakannya untuk hal bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat secara umum,

sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Bagarah [2]: 254,

£
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Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki
yang telah Kami berikan kepadamu®

Dalam ayat lain juga disebutkan,

— G s e P e s 2 £ So - .{l ,fi/
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Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik***

Dalam tafsiran Sayyid Abu Al-A’la Al-Maududi pada ayat ini sangatlah
politis. Dia menggunakan ayat ini sebagai titik awal untuk membangun teori
pemerintahan Islam. Menurut = Al-Maududi, shura berkembang dari makna
universalnya menjadi konsep politik yang matang, hingga dalam ungkapannya
menyebutkan bahwa shura adalah pilar penting cara hidup yang islami. Pentingnya
lagi, dia memahami shura sebagai kewajiban bagi umat Islam sehingga jika ada yang
mengabaikan shura akan menjadi bentuk penyelewengan langsung atas hukum yang
telah digariskan olen Tuhan. Dia mengutip beberapa alasan mengenai signifikansi

shura, pertama, keputusan satu orang menurut pendapatnya sendiri merupakan

133 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 42.
Y Ibid..., 45.
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ketidakadilan jika itu berkaitan dengan kepentingan umum. Kedua, kesewenang-
wenangan adalah hal yang menjijikkan secara moral karena ini adalah akibat dari rasa
superioritas atau merebut hak-hak orang lain. Ketiga, memberi keputusan dalam hal-
hal yang berkaitan dengan kepentingan umum adalah tanggung jawab besar, sehingga
dibutuhkan musyawarah untuk menanggung bersama tanggung jawab tersebut.

Al-Maududi berpendapat bahwa cakupan shura tidak hanya dibatasi pada
urusan pemerintahan saja, akan tetapi harus mencakup semua aspek kehidupan umat
Islam. Misalnya, suami sitri harus melakukan musyawarah dalam urusan rumah
tangganya dan bahwa dalam sebuah suku atau kota seharusnya ada dewan
perwakilan. Dan dia mengkritisi pengambilan kekuasaan secara paksa atau dengan
cara menipu sebagai tindakan yang tidak Islami bahkan kriminal.**®

Selain itu, Al-Maududi juga mengidentifikasi sejumlah elemen yang dianggap
perlu berkenaan dengan konsep shura, yaitu dalam hal kebebasan berpendapat dan
mendapat informasi, penunjukan wakil secara bebas bukan dengan paksaan, suap atau
penipuan, para penasihat atau kepala Negara tidak mendapatkan posisi mereka
dengan cara suap, bagi para penasihat ketika memberi saran haruslah berdasarkan
pengetahuan, keimanan, dan kesadaran, bukan karena paksaan dan pandangan
golongan atau kelompok lain. Sehingga implikasinya adalah bahwa umat Islam dapat

bermusyawarah untuk sampai kepada aturan yang paling benar dalam hal-hal hukum,

1% Ibid..., 254.
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namun tidak memberikan penilaian independen terhadap hal-hal yang sudah
mapan.**®

Dari ayat ini dapat diambil beberapa prinsip penting yang berhubungan
dengan shura, diantaranya, pertama, ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah dan
sebelum berdirinya agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa shura merupakan salah
satu hal yang istimewa bagi kaum muslimin selain iman kepada Allah swt.,
mendirikan shalat dan saling menjamin dalam infak. Shura disebut sebagai fondasi
pendidikan sosial bagi individu-individu beserta berbagai macam praktiknya dan
seandainya tidak ada manajemen politik, pemerintahan ataupun Negara, shura tetap
diberlakukan.**’

Kedua, shura dalam ayat ini sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam setelah
iman dan shalat. Artinya, kedudukan shura menempati ibadah yang paling penting,
yaitu shalat. Oleh karena itu, masyarakat yang mengabaikan shura juga dianggap
mengabaikan salah satu perintah Allah swt.*

Ketiga, ketika ayat ini turun, keadaan kaum muslimin hanya disatukan dengan
kalimat tauhid saja. Mereka berkumpul melakukan shalat dengan perasaan takut dan
khawatir. Kemudian Allah swt. menghendaki agar musyawarah dan tukar pendapat

menjadi permulaan dalam mewujudkan masyarakat yang baru dan berbeda dengan

masyarakat jahiliyyah, dan Allah swt. juga menghendaki agar shura menjadi

136 Ibid..., 255.
187 Asy-Syawi, Demokrasi atau..., 35.
138 Ibid..., 35.
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substansi utama masyarakat dalam membentuk benih umat Islam yang memilki rasa
solidaritas, gotong royong dan saling menolong.**°

Keempat, ayat ini bersifat umum, meliputi seluruh individu, golongan dan
organisasi dan tidak hanya dilakukan oleh para penguasa saja. Sehingga hal ini
merupakan bukti bahwa shura haruslah dijalankan oleh seluruh umat. Upaya
menegakkan shura haruslah datang dari individu umat dan tidaklah menunggu hingga
penguasa yang melaksanakan shura. dengan begitu, shura merupakan tanggung jawab

bersama bagi seluruh individu masyarakat.*°

139 1bid..., 35.
140 1bid ..., 36.



BAB IV
PRINSIP DEMOKRASI MENURUT ALQURAN DAN
KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA
A. Prinsip Demokrasi dalam Alquran

Alguran telah menggariskan secara tegas mengenai sesuatu yang dianggap
baik dan segala sesuatu yang dianggap buruk secara universal, dan tidak ada alasan
dalam menolak atau menggugurkan hukum universal karena itu merupakan suatu
kepastian. Dalam hukum universal, segala sesuatunya dapat disesuaikan sepanjang
tidak bertentangan dengan pesan universal tersebut. Demikian pula dengan konsep
demokrasi yang telah menjadi perbincangan besar di seluruh dunia. Dan kebanyakan
kelompok atau bangsa yang menerima konsep demokrasi, hanya sebatas diartikan
sebagai tegaknya hukum kekuasaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembahasan mengenai prinsip demokrasi terus berkembang, terutama dalam
pembahasan yang terkait ilmu politik dan ketatanegaraan. Dan pelaksanaan sistem ini
sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan realitas kehidupan masyarakat yang
tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku pada suatu bangsa dan Negara tertentu.

Hubungan antara Islam dan Negara haruslah dipandang sebagai hubungan
yang saling menguntungkan, karena banyak kelangan terutama para politisi muslim
sepakat dan percaya bahwa Islam dan demokrasi adalah kompatibel.**' Dan meski

demikian, nilai-nilai Islam yang dianggap memiliki peran demokrasi harus

11 Ahmad Ali Nurdin, Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi, Jurnal Review Politik.
Vol.6, No.1, Juni 2016, 13.
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diinterpretasikan dalam konteks variasi sejarah, masyarakat, dan politik yang lebih
luas. Sehingga Islam dalam bentuk politik yang dipraktikkan di Saudi Arabia tidaklah
sama dengan praktiknya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Sebagaimana mana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa demokrasi
merupakan hasil pikiran manusia, sehingga istilah tersebut tidak tercantum dalam
Alquran. Kemudian muncul istilah shuara (musyawarah) yang banyak disebutkan
sebagai cikal bakal demokrasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan musyawarah merupakan hal
terbaik dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Semakin
besar suatu kelompok, maka semakin penting pula dalam melaksanakan musyawarah.
Musyawarah juga disebutkan sebagai suatu perintah Allah swt. yang harus
ditegakkan, sehingga apabila meninggalkannya sama halnya dengan melanggar
perintah Allah swit.

Dari perdebatan para ilmuwan dan akademisi tentang hubungan antara Islam
dan demokrasi, terdapat banyak sekali nilai-nilai Islam yang terkait di dalamnya dan
mendukung terbentuknya masyarakat yang demokrastis.**? Dan dalam pembahasan
ini, penulis mengambil prinsip atau nilai yang terkandung dalam tiga ayat yang
menyebutkan mengenai keharusan dalam bermusyawarah, yaitu pada surat Al-
Bagarah [2]: 233, Ali Imran [3]: 159 dan Ash-Shura [42]: 38. Dan dari tiga ayat
tersebut diambil beberapa prinsip dalam pelaksanaan demokrasi yang disesuaikan

dengan Islam yaitu;

192 Ibid ..., 14.
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1. Prinsip Al-‘Adalah (keadilan)

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pengertian secara umum
mengenai sistem demokrasi adalah suatu metode dalam pemilihan pemimpin.
Perbincangan antara Islam dan demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai prinsip keadilan,
karena keadilan merupakan prinsip utama dalam tegaknya demokrasi dan Islam.
Sama halnya dengan Islam, sistem demokrasi tidak menyukai kediktatoran dalam
sebuah pemerintahan. Dalam Alquran juga disebutkan bahwa hendaklah setiap orang

memiliki kewajiban untuk berlaku adil, yaitu pada surat An-Nisa’ [4]: 58;
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha melihat.**®

Juga dalam surat An-Nisa’ [4]: 135;

o3l o WSl Jo 55 & ﬂx«i Ll e A8 100 ol Gl

E s

Ubwlg 455 ol & ),m,,wm uﬂbm tﬂ_e,twvgul uujm,

LGl d

(m,ljy;-u).l.wu LQ.,QK«M QU b.,oja.a)‘

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa
dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

\

%3 Departemen Keagamaan, Alquran dan Terjemahannya..., 81.
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enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala
apa yang kamu kerjakan.'*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia wajib berlaku adil.
Terlebih seorang pemimpin dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.
Hendaknya setiap pemimpin sadar atas semua tanggung jawabnya, menempatkan
keputusan secara adil dalam suatu permasalahan hukum dan menyampaikan
kesaksian dengan kejujuran.

Menerapkan keadilan bukanlah perkara mudah bagi setiap orang, khususnya
bagi para pemimpin yang diberi tanggung jawab besar dalam suatu pemerintahan.
Ketika masa pemilihan, suara kampanye akan berlaku seadil-adilnya untuk rakyat
berdengung di sana-sini. Dan setelah jabatan dan kedudukan untuk berkuasa didapat,
mereka terkadang lupa dan bersikap semena-mena bahkan menyalah gunakan
kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Penerapan sikap adil ini harus dihadirkan dengan kesadaran, bahwa perintah
bersikap adil merupakan ketetapan dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga
melanggarnya sama dengan perbuatan dosa. Lalai dalam bersikap adil tidak hanya
disebut sebagai mendzalimi umat, tapi juga sangat dimurkai Allah swit.

2. Prinsip Al-Musawa (persamaan)

Al-Musawa adalah suatu prinsip penting dalam Islam yang juga menjadi

elemen penting dalam demokrasi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan

sebelumnya, dengan adanya perlakuan adil antar sesama, maka rasa persamaan satu

144 Ibid ..., 100.
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dengan lainnya akan timbul sebagai bentuk dari keadilan itu sendiri. Prinsip
persamaan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan hukum Islam.
Keduanya harus berjalan dan diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.
Semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa.
Sehingga dengan prinsip persamaan ini, dalam suatu pemerintahan penguasa tidak
bisa memaksakan kehendak terhadap rakyat, berlaku otoriter atau eksploitatif. Prinsip
persamaan ini begitu penting agar terhindar dari hegemoni penguasa atas rakyat.
Selain prinsip persamaan diwujudkan dalam sikap keadilan antar sesama,
prinsip ini juga diterapkan dalam pemberlakuan hukum. Seluruh rakyat wajib menaati
semua ketentuan yang berlaku di suatu pemerintahan tanpa memandang status
jabatannya. Sehingga jika terjadi pelanggaran maka keadilan harus berlaku tanpa
membeda-bedakan satu kelompok dengan yang lain, karena seluruhnya adalah sama.
Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah swt. adalah sama.
Dan satu-satunya faktor yang membedakan antara satu dan lainnya adalah

ketakwaannya. Dan hal ini dijelaskan adalam surat Al-Hujurat [49]: 13;

| o) JyU35 Gyt aSilas oy 5 6 KBl Gy /W7 L

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.**®

8 Ibid ..., 517.
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Sehingga dalam hal ini, konsep demokrasi memiliki kesamaan dalam
pemberlakuannya dengan Islam, vyaitu tidak menyukai deskriminasi apapun
bentuknya, baik dari ras, suku, golongan, keturunan dan lain sebagainya. Dan ketika
dikaitkan dengan permasalahan kehidupan bernegara, prinsip non-deskriminatif ini
harus mengejawantahkan dalam prinsip persamaan di hadapan hukum, yaitu
persamaan dalam hak berpolitik, persamaan dalam hak memilih dan dipilih dan
sebagainya.

3. Prinsip Al-Hurriyah (kebebasan)

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Bebas disini
diartikan sebagai kebebasan memilih dalam memberikan hak suaranya tanpa paksaan
dari pihak manapun. Demokrasi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga ide
kedaulatan rakyat hanya akan terlaksana dengan adanya prinsip kebebasan.
Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik dalam pemerintahan secara bebas
yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan secara umum, prinsip kebebasan ini berbentuk sebagai
kebebasan dalam beragama, berkumpul, berserikat dan berpendapat. Dalam
pelaksanaan pemilu, setiap orang diberi kebebasan dalam menentukan pilihan
mereka. Dan kebebasan tersebut hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk
menentukan pemimpin yang dapat mempertanggung jawabkan masa depan sebuah
pemerintahan. Kebebasan yang diberikan tidak boleh digunakan secara berlebihan

dan bahkan mengurangi/menghalangi hak asasi manusia lainnya. Namun demikian,
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tentu masih ada penyalahgunaan atas kebebasan yang diberikan. Seperti pejabat
daerah yang masih rawan melakukan pelanggaran suap, mereka menggunakan
kekuasaan dan kebebasannya untuk memeperkaya diri sendiri dan bukan melayani
masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di daerah tersebut.

4. Prinsip Al-Shura (musyawarah)

Prinsip musyawarah dalam demokrasi sangat dibutuhkan dalam pemecahan
setiap permasalahan, dan dalam hal demokrasi konteks ini berkaitan dengan sebuah
konsep kenegaraan secara umum. Musyawarah dilakukan dalam suatu pemerintahan
dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau
rakyat.

Musyawarah dibutuhkan sebagai pertimbangan dan tanggung jawab bersama
dalam mengeluarkan setiap keputusan. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk
penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan
menjadi  pertimbangan bersama. Pentingnya musyawarah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Nabi saw. sangat menganjurkan
umatnya untuk melakukannya.

Dalam melaksanakan musyawarah, sebagian ulama membatasi urusan yang
berkaitan dengan kedunian saja dan tidak pada urusan yang ketetapannya sudah ada
dalam Alquran dan sunnah. Jika musyawarah tersebut pembahasan mengenai agama,
maka yang terlibat adalah orang-orang yang mengusai ilmu agama. Akan tetapi

dalam urusan duniawi juga tidak lepas dari penasehat yang ahli dalam permasalahan
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tersebut, agar dapat menanggapi pendapat-pendapat yang disampaikan yang
kemudian menemukan keputusan yang tepat dan kesepakatan yang mufakat.
Dan perintah bermusyawarah ini ditegaskan pula dalam Alguran surat Ali

Imran [3]: 159;

do
Caslh S5 w,@y‘mwuﬂd; ﬁjwm s L
L&E G A Jo U558 o 3 fY‘drw_) ey e
(”ﬁ\ddg):.iff

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.'*®

dan pada surat Ash-Shura [42]: 38,
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dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.'*’

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa dalam penyelesaian setiap persoalan
musyawarah harus didasari dengan sikap lapang dada untuk menerima setiap
perbedaan pendapat. Dalam setiap perbedaan akan menimbulkan perselisahan
sehingga dibutuhkan sikap saling memaafkan agar terhindar dari permusuhan.
Dengan perbedaan yang disampaikan tentu akan menimbulkan sudut pandang yang

berbeda dari setiap individu, dan untuk menghindari kekeliruan apalagi sampai

198 Ibid..., 71.
%7 Ibid ..., 487.



85

merugikan dan membahayakan harus dibersamai dengan sikap terbuka untuk
menemukan pendapat yang terbaik dalam suatu urusan.
. Kontekstualisasi Demokrasi dalam Alquran di Indonesia

Nur Kholis Madjid berpendapat bahwa pilihan umat Islam terhadap sistem
demokrasi merupakan suatu keharusan. la mendukung secara tegas kepada
demokrasi, bukan hanya karena pertimbangan suatu yang prinsipil, tapi juga karena
demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berfungsi sebagai aturan politik
terbuka.**® Sedangkan Amin Rais menerima demokrasi dengan tiga alasan, pertama,
karena dalam Alquran telah jelas perintah kepada manusia untuk melaksanakan
musyawarah dan menyelesaikan urusan mereka. Kedua, dalam historis menunjukkan
bahwa Nabi saw. juga melakukan musyawarah dengan umatnya untuk menyelesaikan
urusannya, ketiga, hal menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bentuk tertinggi
tentang pembahasan sistem politik dalam sejarah manusia.**

Secara konseptual Alquran dan Hadis atau melihat dari praktik politik Islam
yang berkaitan dengan demokrasi merupakan dua hal yang sintetis dan compatible.
Konsep demokrasi dan shura menurut sejarah politik Islam memiliki kesesuaian yang
lebih banyak daripada penentangannya. Jean Claude Vatin menyatakan bahwa
prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kemerdekan dan penghormatan terhadap

sesama manusia telah dikukuhkan Islam sejak tahap dan jauh sebelum ada istilah

8 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), 226.
149 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, alih bahasa: Wahib Wahab, (Yogyakarta:
tiara Wacana Yogya, 1999), 81



86

demokrasi, dan hal ini membuktikan bahwa dunia Islam telah mendahului dunia
Barat beberapa abad.*

Indonesia disebut sebagai salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi,
dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang hadir di kalangan. Memang, dalam
Alquran dan hadis tidak ada satupun ayat yang melarang umat atau masyarakat untuk
mendirikan suatu partai. Hadirnya Nabi saw. sebagai Kepala Negara yang meskipun
bukan hasil dari pemilihan umum seperti saat ini, hal itu membuktikan bahwa
masyarakat membutuhkan seorang pemimpin untuk menjadi panutan sekaligus yang
membawa mereka menuju jalan dalam kebaikan dan tentunya sesuai petunjuk
Alquran. Tanpa adanya seorang pemimpin akan membuat masyarakat kebingungan
dalam menentukan peraturan sosialnya, bahkan boleh jadi mereka justru akan
terjerumus dalam kesesatan yang dapat menghancurkan kehidupan mereka di dunia
bahkan akhirat.

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah mengalami
beberapa perubahan dalam bentuk pemerintahannya. Dalam kontekstualisasi
penafsiran shura terhadap sistem demokrasi di Indonesia terdapat tiga prinsip
penerapan, diantaranya,;

1. Prinsip Musyawarah Mufakat pada Demokrasi Pancasila

Dewasa ini, banyak terlihat bagaimana orang-orang saling menyalahkan,

menyudutkan bahkan saling mecaci satu sama lain karena perbedaan pendapat.

Sebagian orang menjadi begitu fanatik terhadap suatu kelompok atau pada seseorang

130 sukron, Pemikiran Politik..., 122.
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secara berlebihan, sehingga terus membela dan tak segan untuk menyerang orang lain
yang mengkritik golongan yang disukainya. Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi,
adanya perbedaan bukan dijadikan ajang bermusyawarah dan bermufakat untuk
mencari kebaikan bersama, akan tetapi justru sebagai jalan menyerang, memojokkan
bahkan mencaci mereka yang tidak sependapat.

Istilah Demokrasi Pancasila secara resmi muncul dalam Ketetapan MPRS No.
XXXVI11/1998. Akan tetapi ketetapan ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai
esensi dan mekanisme dalam pelaksanaannya, dan hanya menjelaskan bahwa setiap
perbuatan keputusan harus diambil melalui metode musyawarah mufakat.**

Yang menjadi inti dari demokrasi Pancasila adalah sila ke-empat, yaitu
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, nilai-nilai musyawarah mufakat merupakan budaya
bangsa dan menjadi bagian dari tradisi warisan leluhur. Bangsa Indonesia yang kuat,
harmonis dan damai dibangun dari sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Dalam
hal ini, maksud dari musyawarah mufakat adalah bahwa dalam membahas suatu
permasalahan untuk menemukan kesepakatan bersama haruslah dengan sikap
kekeluargaan, berkasih sayang dan gotong royong. Sehingga dalam bermusyawarah
untuk mencapai mufakat tidaklah memaksakan kehendak kepada siapapun.

Demokrasi Pancasila sangatlah menjunjung hak asasi manusia dan tidak

mengenal dominasi mayoritas atau minoritas. Dalam pelaksanaannya, musyawarah

151 Masykuri, Islam dan Demokrasi..., 172
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untuk mencapai mufakat dilakukan dengan penuh rasa hormat, tidak saling
memaksakan kehendak dan tidak berprasangka buruk.

Adapun manfaat dari bermusyawarah yaitu dapat menjadikan masalah yang
mulanya sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, mengikat hubungan
kekeluargaan dan memperkukuh persatuan. Hasil keputusan yang diambil dari
bermusyawarah pun akan mendapat nilai yang lebih, yaitu dapat mempertimbangkan
solusi berdasarkan aspirasi banyak orang, keputusan dengan bermusyawarah tentunya
juga merupakan hasil dari penerimaan bersama, dan hasilnya dapat dipertanggung
jawabkan bersama secara moral kepada Allah swit.

Berlakunya musyawarah untuk mencapai mufakat bila ada usaha untuk
menggabungkan dari berbagai pendapat yang berbeda, kemudian menemukan
penyelesaian untuk solusinya. Dan solusi ini akan menghasilkan keputusan bersama.
Selama berlangsungnya musyawarah tentu akan ditemukan pihak yang bertikai
pendapat sebab kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, di mana
masyarakatnya terdiri dari pelbagai macam suku, agam, ras dan sebagainya, sehingga
yang perlu ditekankan adalah bahwa keputusan terbaik hanya akan tercapai apabila
anggota musyawarah menggunakan akal pikiran yang sehat dan dengan hati yang
bersih, memiliki iktikad demi mendapatkan keputusan yang lebih baik, saling
menghargai keputusan satu sama lain, dan tentunya diliputi oleh rasa kekeluargaan.
Oleh karena itu ketika tejadi perselisihan, yang harus diutamakan adalah kebesaran

hati untuk duduk bersama dan berdialog untuk menemukan kesepakatan.



89

Selain diterapkan dalam sistem pemerintahan demokrasi kenegaraan, prinsip
musyawarah mufakat juga berlaku untuk dipraktikkan oleh masyarakat luas dalam
kehidupan sehari-hari. Karena prinsip musyawarah mufakat merupakan salah satu
poin penting yang terkandung dalam dasar Negara kita dan menjadi nilai yang
tertanam dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, yakni pada sila keempat Pancasila.

2. Prinsip Kebebasan Berpendapat

Setiap manusia tentu pernah berpendapat atau mengemukakan pendapatnya di
depan umum. Kebebasan berpendapat merupakan hak untuk berbicara secara bebas
tanpa adanya pembatasan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak untuk hal negatif
seperti pencemaran nama baik atau berujar kebencian.

Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti dalam diskusi atau
berpidato, akan tetapi berpendapat juga dapat disampaikan lewat tulisan.
Mengemukakan pendapat merupakan hak bagi seluruh warga Negara. Di Indonesia
ketetapan dalam mengemukakan pendapat telah diatur dalam undang-undang, akan
tetapi penyampaian pendapat juga harus dengan memperhatikan etika yang berlaku.

Maraknya perkembangan teknologi dan sosial media, menjadikan ruang
dalam menuangkan pendapat semakin luas. Sebagai makhluk modern, sudah banyak
kelompok yang menyampaikan pendapat, pikiran dan argument di media sosial.
Namun dengan kebebasan yang demikian, terkadang menyebabkan golongan lainnya
tersinggung bahkan sakit hati, sehingga pihak yang mengemukkan pendapat dapat
terseret ke ranah hukum. Di Indonesia, kebebasan berpendapat harus dilakukan

dengan tanggung jawab dan tentunya dengan norma dan pekerti yang baik. Jika di
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Amerika kebebasan berpendapat tidak dibatasi, namun di Indonesia banyak norma
yang berlaku untuk membatasi setiap warganya dalam berpendapat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya, setiap warga Negara berhak
untuk mengemukakan pendapatnya tentang siapa yang pantas untuk menjadi
pemimpinnya. Dalam pemilihan tersebut tidak semudah dalam pemerintahan zaman
Nabi saw., karena harus melalui partai politik yang menjembatani dalam pemilihan
tersebut.

Pada masa Soeharto, konsep pemilihan umum sempat diberhentikan karena
dianggap tidak mengahasilkan perubahan yang signifikan dalam pemerintahan.
Namun pada akhirnya, dengan banyaknya keinginan untuk mewujudkan kebebasan,
maka pada masa kekuasaan Soeharto kurang lebih 33 tahun, ribuan mahasiswa
menuntut Soeharto untuk lengser dari kepemimpinannya. Yang kemudian digantikan
oleh B. J. Habibie yang mewujudkan kembali kebebasan dalam pemilihan umum
pada tahun 1998.

Akhirnya, catatan sejarah pada era Demokrasi Pancasila menyatakan bahwa
pemilihan presiden secara langsung (direct president election) disepakati sebagai
bentuk mekanisme pemilihan umum presiden di Indonesia. Meski demikian, cara
tersebut juga melibatkan partai politik. Karena berdirinya parpol di Negara yang
menganut sistem demokrasi merupakan suatu keharusan. Dengan adanya parpol dapat
memberi kebebasan terhadap rakyat untuk menentukan dan mengemukakan pilihan

mereka tentang siapa yang akan mereka angkat sebagai pemimpin mereka sesuai
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dengan keinginan mereka dan tanpa adanya rasa terpaksa dan tekanan oleh pihak
manapun.

Berdirinya parpol sama dengan meyiapkan sarana atau jalan untuk mencapai
tujuan bersama, yaitu mewujudkan Negara yang aman dan makmur untuk
kesejahteraan warganya.

3. Prinsip Persamaan dan Keadilan di depan Hukum

Persamaan di hadapan hukum merupakan suatu asas di mana setiap orang
wajib untuk patuh tehadap proses hukum. Setiap orang harus diperlakukan sama di
bawah hukum tanpa memandang status ras, gender, suku, agama atau karakteristik
dan tanpa merasa lebih istimewa dari yang lainnya. Jika sudah berlaku persamaan
yang demikian, maka akan hadir sikap keadilan antar sesamanya.

Dalam kehidupan baik secara individual, berkeluarga, bahkan berbangsa dan
bernegara, menegakkan suatu keadilan merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar.
Dalam Alquran terdapat tiga bentuk kata yang bermakna adil, yaitu Jx= Jaué dan kb.d)
. Keadilan merupakan suatu pilar dan menjadi hal penting yang paling utama dalam
menyelamatkan kehidupan di muka bumi, dan tanpa menegakkan keadilan yang
sepantasnya maka jangan harapkan untuk mencapai sebuah masyarakat yang hidup
tenang dan sejahtera.’>? Keadilan di sini juga yang berintikan pada pemenuhan hak-
hak asasi manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat atau negara,

sebagaimana dalam surat Al-Maidah [5]: 8;

152 Nashruddin Baidan, Tafsir Maudhu’i; Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer. (Pustaka
Pelajar: Yogyakarta, 2001), 200.
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.**

Al-An’am [6]: 152,
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dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil,
Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.™*

Dan surat Al-Nahl [16]: 90;

s 820

,c;wt,;wlu; LRy Ll 85 Sl u_ww,‘; Ljiufu ol

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

153

Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya..., 108.
4 Ibid....

, 149.
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permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.'>

Dalam penerapan prinsip persamaan dan keadilan di depan hukum, Indonesia
telah memberlakukannya secara terang-terangan. Hal ini dibuktikan dengan kasus
suap dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat Negara yang berkuasa.
Dengan prinsip persamaan, mereka yang melakukan pelanggaran tetap tunduk pada
hukum yang berlaku. Dan mendapat hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan

dengan seadil-adilnya.

Y3 1pid .., 277.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam
skripsi ini, dan kaitannya dengan pembahasan yang ada, maka dapat dirumuskan
kesimpulan berikut;

1. Terdapat perbedaan pandangan mufasir terhadap ayat-ayat shura yang
dianggap sebagai cikal bakal demokrasi. Perbedaan tersebut dikarenakan latar
belakang penafsiran yang dipengaruhi oleh periode kehidupan mufassir itu
sendiri. Ada yang menyatakan bahwa antara demokrasi dan shura adalah dua
istilah yang sama, ada yang menolak dan menerima demokrasi namun tetap
mengkritisi dengan catatan perbedaan antara keduanya.

2. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Alquran adalah sebagai berikut
a. Prinsip A/l-‘Adalah
b. Prinsip Al-Musawa
c. Prinsip A/-Hurriyah
d. Prinsip A/-Shura

3. Kontekstualisasi shura dalam demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut;
a. Penerapan musyawarah mufakat pada demokrasi pancasila
b. Penerapan kebebasan berpendapat

c. Penerapan persamaan dan keadilan di depan hukum
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B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis. Pertama, demokrasi
adalah entitas yang dinamis, istilah demokrasi terus menjadi perbincangan dan terus
mengalami perkembangan sesuai dengan pemerintahan di tempat berlakunya.
Sehingga dibutuhkan kajian mengenai perkembangan demokrasi untuk menemukan
makna yang sesuai dengan masanya.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat mendorong semangat dalam mengkaji
dan lebih mengenali sistem pemerintahan suatu Negara khususnya Indonesia. Hal ini
penting untuk menumbuhkan semangat menciptakan generasi yang membawa kepada

perubahan terhadap dunia Islam.
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